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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) Di Kabupaten Nunukan

Serlyana Muhammad Nur
serly.mnur@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan kepada badan usaba
untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah, Pelayanan IUJK di Kabupaten Nunukan masih belum berjalan dengan
optimal terutama terkait waktu penyelesaian tidak sesuai dengan standar waktu yang
ditetapkan, sebelum menerbitkan IUJK terlebih dahulu harus menerbitkan
rekomendasi dari dinas teknis, fasilitas yang menunjang aktifitas kerja masih terbatas,
serta kuantitas dan kualitas sumber daya masnusia masih rendah. Tujaun penelitian
ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan
pelayanan ITUJK, dan untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor
penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan TUJK di Kabupaten Nunukan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meiode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah
kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunujukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan TUJK dikabupaten nunukan
masih belum optimal, hal ini disebabkan Perda nomor 41 tahun 2003 tentang IUJK
sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, kurangnya pembiayaan yang
dialokasikan untuk dalam menunjang pelayanan JUJK, kurangnya pembinaan dan
pengawasan untuk staf pelayanan dan peran serta masyarakat masih kurang dalam
pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya faktor pendukung sebagai berikut
terpenuhuinya sumber daya berdasarkan struktur jabatan, pelaksaksanaan pelayanan
TUJK sudah berdasarkan SOP, dan faktor penghambat ditemui yaitu kurangnya
pelaksanaan sosialisasi pelayanan IUJK secara khusus, tidak ada staf teknis yang
berpendidikan minimal D3, belum ada gedung kantor DPMPTSP yang tetap dan
penempatan salah satu staf teknis SKPD di kantor DPMPTSP sehingga waktu
penyelesaian pelayanan IUJK belum tepat sesuai dengan yang disyaratkan.

Kata Kunei : Implementasi kebijakan, pelayanan, IUJTK
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ABSTRACT

Implementation of Service Policy of Construction Service Business License
(IUJK) In Nunukan District

Serlyana Muhammad Nur
serly.mnur@gmail.com

Graduate program
open University

Construction Service Business License (IUJK) is a license granted to a business entity
to organize construction service activities issued by the Regional Government, IUJK
service in Nunukan Regency still has not run optimally, especially related to the time
of completion not in accordance with the standard of time specified, before issuing
IUJK must first issue recommendation from the technical service, facilities that
support the work activity is still limited, and the quantity and quality of human
resources still low. The purpose of this study is to describe and analyze the
implementation of IUJK service policy, and to describe the supporting factors and
inhibiting factors in the implementation of the TUJK service policy in Nunukan
District. The method used in this research is descriptive meiode with qualitative
approach. Data collection was done by using observation, interview and
documentation techniques. Data analysis method used is data condensation, data
presentation and conclusion. The results of this study indicate that the implementation
of IUJK service policy in nunukan district is still not optimal, this is because the
Regulation No. 41 of 2003 on IUJK is not in accordance with current developments,
lack of funding allocated to support IUJK services, lack of guidance and supervision
for service staff and community participation is still lacking in the implementation of
supervision. Further supporting factors are as follows of the provision of resources
based on the position structure, IUJK service implementation has been based on SOP,
and inhibiting factors are lack of implementation of socialization of IUJK services in
particular, no technical staff with minimum education D3, no permanent DPMPTSP
office building and placement one of the SKPD technical staff in the DPMPTSP
office so that the timing of completion of IUJK service has not been accurate as
required.

Keywords: Implementation of policies, services, [lUTK
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Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung
dengan Negara Malaysia Timur - Sabah, sebelah Timur dengan Laut
Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten
Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur -
Serawak.

Sebelum memaparkan dan membahas hasil penelitian, terlebih dahulu
digambarkan Kabupaten Nunukan yang merupakan konteks dimana
penelitian ini dilakukan. Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5
kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah penduduk
sebesar 185.499 jiwa dan luas wilayah sebesar 14.325,38 km?.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
Kabupaten Nunukan (km?) Tahun 2016

Jumlah Persentase
No Kecamatan Penduduk Luas (km2) o
. Giwa) ()

1 | Krayan Selatan 2010 1757,66 12,27
2 | Krayan 6642 1834,74 12,81
3 | Lumbis Ogong 5256 3357,01 23,43
4 | Lumbis 4945 290,23 2,03
5 | Sembakung Atulai 2620 277,72 1,94
6 | Sembakung 6132 1764,94 12,32
7 | Sebuku 12672 1608,48 11,23
8 [ Tulin Onsoi 8334 1513,36 10,56
9 | Sei Menggaris 9650 850,48 5,94
10 | Nunukan 65602 564,50 3,94
11 | Nunukan Selatan 22491 181,77 1,27
12 | Sebatik Barat 8075 93,27 0,65
13 | Sebatik 4787 51,07 0,36
14 | Sebatik Timur 12904 39,17 0,27
15 | Sebatik Tengah 7559 47,1 0,33
16 | Sebatik Utara 5820 93,27 0,65

Jumlah 185.499 14.325,38 100,00

Sumber : diolah dari Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2017
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Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan
mobilitas dan aktivitas serba cepat dan mudah. Dalam menunjang hal
tersebut kabupaten Nunukan melaksanankan sasaran strategis yaitu
meningkatkan pembangunan sarana dan prasaranan fasilitas publik dan
peningkatan kualitas pelayanan perizinan,

Pembangunan fasilitas publik guna menujang pertumbuhan kawasan
stategisi Kabupaten Nunukan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan
capaian indikator kinerja tahun 2016-2017 adalah mencapai 21 unit
fasilitas dan jumlah gedung pemerintah yang dibangun/dipelihara
sebanyak 4 unit, dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.2 Capaian Indikator Kinerja Fasilitas Publik Tahun 2016 — 2017

Target Realisasi Capaian

Indikator kinerja 5515 [ 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016

Jumlah Fasilitas Publik | 1unit | 1unit | 16 unit | 6unit | 100% | 600 %
yang tersedia

Jumlah bangunan gedung [ Sunit {3 unit |l unit |3 unit | 60% 100%
pemerintahan yang
dibangun/dipelihara

Sumber : LAKIP 2016 DPUPRPKP Kabupaten Nunukan

Sedangkan kualitas sarana publik dapat divkur dengan mengunakan
indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Pada
tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah

sebesar 80,73% dengan tabel pengukuran sebagai berikut :
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Tabel.4.3 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan

Prasarana Publik
. Indikator Target - .
Sasaran Strategis Kineria Tahun 2016 Realisasi | Capaian
Meningkatnya | Proporsi panjang
Kualitas Sarana jaringan jalan 55,45 44,76 80,73
dan Prasarana dalam kondisi
Publik mantap

Sumber : LAKIP Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Sementara itu diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2016 sebesar

44,76 %, kondisi ini belum mencapai target proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi mantap tahun 2016 yang merupakan target akhir

RPIMD sebesar 55,45%. Meski demikian, nilai capaian tahun 2016 masih

lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2015 atau naik tipis sebesar

0,63%. (Sumber :.... LAKIP Kabupaten Nunukan Tahun 2016).

Sesuai data dari Kabupaten Nunukan dalam Angka 2017, panjang jalan

pada tahun 2016 adalah 877,58 km kondisi jalan mayoritas masih baik

dimana 99,94% meruapakan jalan kabupaten dan 23 37% saja yang sudah

beraspal atau sepanjang 205,10 km.

Sasaran Stategis selanjutnya yaitu peningkatan kualitan pelayanan

perijinan. Tolak ukur kinerja adalah persentase ketepatan waktu perizinan

usaha.

Bardasarkan hasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintzh (LAKIP) DPMPTSP Kabupaten Nunukan 2016 rata-rata

ketepatan waktu perizinan mencapai realisasi sebesar 89,64% berdasarkan

realisasi Izin yang terbit dan Realisasi Izin yang Masuk (register) pada

Tahun 2016, sebagaimana pada tabel berikut :
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Tabel. 4. 4 Persentase Ketepatan waktu perizinan per 31 Desember 2016

Bidang Izin yang Izin yang Persentase
Teregister terbit
Perizinan Usaha 401 428
. 552 433
Perizinan Tertentu
32 22
Penanaman Modal
Total Jzin 985 883 89,64%

Sumber : diolah dari LAKIP 2016 DPMPTSP Kabupaten Nunukan

Jumlah tersebut merupakan komulatif dari jumlah izin yang diterbitkan
DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Namun ketepatan waktu yang akan
dibahas peneliti pada bidang perizinan usaha yaitu Izin Usaha Jasa

Konstruksi.

2. Izin Usaha Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan Kegiatan masyarakat mewujudkan
bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas
sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional. Jasa Konstruksi di atur dalam Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain berperan mendukung
berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk
mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa
yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas

mendukung perckonomian nasional.
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Tujuan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan
Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai
berikut :

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi
untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing
tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia
Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa
Konstruksi;

d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan
publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi dijelaskan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali

suatu bangunan.
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Dalam Kegiatan Masyarakat maka terbentuklah Usaha Jasa konstruksi
yaitu usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan
jasa konsultasi pengawasan pekerjaan. Kegiatan usaha Jasa Konstruksi
didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi yang berasal
dari produksi dalam negeri.. Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha
jasa Konsultansi Konstruksi, ussaha Pekerjaan Konstruksi dan usaha
Pekerjaan Konstruksi terintegrasi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ PRT / M /
2011 menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat menunjuk Unit
Kerja/Instansi untuk memberikan I[UJK dalam rangka pelaksanaan
pemberian IUJK. Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit
kerjafinstansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, TUJK dapat
diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang
membidangi jasa konstruksi. Sama halnya dengan Kabupaten Nunukan
Penerbitan [UJK dilaksanakan oleh DPMPTSP dan memperoleh
rekomendasi dari dinas Teknis yaitu DPUPRPKP Kabupaten Nunukan.

BU yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan
kepada Bupati/Walikota melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai
dengan domisili Badan Usaha dengan memenuhi persyaratan sesuai
dengan Permen PU No. 04/ PRT /M /2011 pasal 6 menyatakan bahwa:
a. Persyaratan permohonan izin baru meliputi:

1) mengisi Formulir Permohonan;

2) menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
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3) menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah
diregistrasi oleh Lembaga;

4) menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau
Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik
Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

'5) menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan
Usaha (PJT -BU) yang dilengkapi surat pemyataan pengikatan diri
Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan
Usaha (PJU-BU).

b. Persyaratan perpanjangan izin meliputi:

1) mengisi Formulir Permohonan;

2) menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah
diregistrasi oleh Lembaga;

3) menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau
Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik
Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

4) menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan
Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri
Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan
Usaha (PJU-BU); dan

5) menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas

Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
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¢. Persyaratan perubahan data meliputi:
1) mengisi Formulir Permohonan;
2) menyerahkan rekaman:
a) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data
nama dan direksi/pengurus;
b) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat
BUIJK;
¢) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
d) Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan
kualifikasi usaha.
d. Persyaratan penutupan meliputi
1) mengisi Formulir Permohonan;
2) menyerahkan [UJK yang asli; dan

3) menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha orang perseorangan atau
badan usaha (BU), baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum. Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi meliputi kualifikasi usaha
besar, kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha kecil, untuk lebih

jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.5 Subkualifikasi Usaha Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi

Kemampuan -
Kualifikasi | Subkualifikasi | Melaksanakan Batasan N.l fai Satu
. Pekerjaan
Pekerjaan
Orang
Perseorangan P 0 s/d Rp 250 juta Maksimum Rp 250 juta
K1 0s/dRp500juta | Maksimum Rp 500 juta
Usaha Kecil n
K2 Os/dRp750juta | \faksimum Rp 750 juta
Usaha M1 0 s/d Rp L5 milyar | nfagsimum Rp 1.5 milyar
Menengah M2 0 s/d Rp 2.5 milyar | pfatsimum Rp 2.5 milyar
Usaha Besar B tak terhingga tak terhingga

Sumber : diolah dari Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Kualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri dari

orang perseorangan (P), usaha kecil (K1 dan K2), usaha menengah (M1

dan M2) dan usaha besar (B).

Tabel 4.6 Subkualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi

Kemampuan

Kualifikasi | Subkualifikasi| Melaksanakan Batasan Nilai Satu
. Pekerjaan
Pekerjaan
Orang
Perseorangan P 0 s/d Rp 500 juta | Maksimum Rp 500 juta
K1 0 s/d Rp 1.0 milyar | Maksimum Rp 1.0 milyar
Usaha Kecil K2 0 s/d Rp 1.75 milyar | Maksimum Rp 1.75 milyar
K3 0 s/d Rp 2.5 milyar | Maksimum Rp 2.5 milyar
Usaha Ml 0 s/d Rp 10 milyar | Maksimum Rp 10 milyar
Menengah M2 0 s/d Rp 50 milyar | Maksimum Rp 50 milyar
B1 0 s/d Rp 250 mityar { Maksimum Rp 250 milyar
Usaha Besar B2 tak terhingga tak terhingga

Sumber : diolah dari Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Sementara kualifikasi usaha pelaksana konstruksi terdiri dari orang

perseorangan (P), usaha kecil (K1, K2 dan K3), usaha menengah (M1 dan

M2) dan usaha besar (B1 dan B2).
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Jangka waktu penerbitan TUJK diberikan selama (empat) tahun sesuai
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 41 tahun 2003
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan proses pelaksanaan penerbitan
IUJK adalah 14 (empat belas) hari kerja mulai dari pengajuan berkas
permohonan yang lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan

Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten nunukan selama
ini dilakukan sesnai dengan mekanisme dan prosedur penerbitan izin usaha
Jjasa konstruksi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kasbupaten
Nunukan Nomor 41 tahun 2003. Jika pemohon sudah melengkapi berkas
sesuai dengan yang disyaratkan maka bagian pelayanan akan memproses

sertiftkat izin usaha jasa konstruksi pemohon.

3. Fungsi dan Tugas

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan,
Pada Pasal 5 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan
terdiri dari :

e  Sekretariat Daerah tipe A,
e  Sekretariat DPRD Tipe C,
o Inspektorat Tipe A,

e 21 Dinas Daerah,

e 5 Badan Daerah; dan

e 19 Kecamatan.
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Organisasi Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menangani
pelayanan izin usaha jasa konstruksi ada 2 Dinas yaitu Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan
(DPMPTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum Penetaan Ruang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan (DPUPRPKP) sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan (DPMPTSP) menangani proses penerimaan Izin oleh
pemohon lalu di lanjutkan Peninjauan lapangan bersama Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Nunukan setelah peninjanan dilanjutkankan penerbitan Rekomendasi
teknis oleh DPUPRPKP dan di terbitkan izin Usaha Jasa Konstruksi oleh
DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Adapun Subbidang yang menangaani
Jasa Konstruksi yaitu
a. DPUPRPKP Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati

Nunukan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kabupaten Nunukan adalah Seksi Bina Jasa Konstruksi pada Bidang

Penataan Ruang

Seksi bina jasa kontruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada informan kedua. Kepala Seksi bina jasa kontruksi mempunyai
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tugas membantu Informan kedua dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, perencanaan serta pelaksanaaan program dan kegiatan di

bidang bina jasa kontruksi sesuai dengan ketentvan peraturan yang

berlaku.

Kepala scksi bina jasa kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang.
berhubungan dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bina jasa
kontruksi sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis bidang Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
menyiapkan dan mengumpulkan bahan pembinaan jasa
konstruksi;

menyiapkan  bahan  penyusunan  pengaturan  teknis
pengembangan sistem informasi Pembinaan Jasa Konstruksi;

menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
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9) menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha jasa kontruksi;

10) melaksanakan pengawasan terhadap usaha jasa kontruksi;

11) melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalz_lm rangka menyusun kelancaran pelaksanaan
tugas;

12) melaksanakan interventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya,

13) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan
dengan bidang tugasnya;

14) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidang tugas masing — masing;

15) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;

16) melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
dan

17) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

lingkup tugasnya.

b. DPMPTSP Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati
Nunukan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah
Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Kepariwisataan Bidang

Perizinan Usaha.
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Seksi pelayanan perizinan konstruksi dan kepariwisataan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perizinan
tertentu. Kepala seksi izin reklame mempunyai tugas membantu
kepala bidang perizinan tertentu dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, perencanaan operasional serta pelaksanaaan program dan
kegiatan di bidang pelayanan perizinan konstruksi dan kepariwisataan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Informan kelimamempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis serta data dan informasi lainnya yang berhﬁbungan dengan
bidang tugasnya;

2) menyusun rencana Kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

3) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;

4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelayanan
perizinan konstruksi dan kepariwisataan sesuai lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

5) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelanggaraan perizinan Konstruksi dan Kepariwisataan sesuai

ketentuan yang berlaku;




6)

8)

9

10)

11)

12)
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mengkaji dan menganalisa permohonan serta memberikan
pelayanan administratif perizinan Konstruksi dan Kepariwisataan
sesuai ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan anggota
Tim Teknis terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
administratif perizinan Konstruksi dan Kepariwisataan sesvai
ketentuan yang berlaku;

mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
perijiinan Konstruksi dan Kepariwisataan sesuai ketentuan yang
berlaku;

mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan
perizinan Konstruksi dan Kepariwisataan sesuai wewenangnya
serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja
terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan

dengan bidang tugasnya;

13) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai

bidang tugas masing-masing;

14) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian

kinerja kepada bawahan;




el
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15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang

tugasnya; dan

16) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai _

lingkup tugasnya.

Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Nunukan,

Profesionalisme Sumber Daya Aparatur baik dari segi kualitas maupun

kuantitas merupakan pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada

Masyarakat.

Secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Kabupaten Nunukan belum

berada pada kondisi yang ideal, karena penempatan staf masih kurang

merata ditiap bidang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7 Komposisi SDM DPUPRPKP Kabupaten Nunukan
Menurut tingkat pendidikan ( Per Desember 2016 )

Tingkat Pendidikan
No Uraian DI/
S3 | 82 | SI/DIV DIUDI SLTA | SLTP | SD | Jumlah
Struktural
Kepala Dinas - 1 - - - 1
Sekretaris - 1 - - - 1
1 Kep:ala Sub . 3 ) ) 3
Bagian
Kepala Bidang - 1 3 - - - 4
Kepala Seksi - - 10 - - - 10
Sub Jumlah - 2 17 - - - 19
Non Struktural
2 | Pegawai - - 11 8 40 2 - 61
3 | Tenaga Honorer | - - 4 14 203 9 2 272
Jumlah Seluruh SDM | - | 2 73 27 250 13 - 352

Sumber : LAKIP DPUPRPKP 2016
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Pada Subseksi Bina Jasa Konstruksi tidak memiliki staf pegawai PNS
namun dibantu oleh staf honorer dengan jenjang pendidikan SLTA belum
sesuai dimana seharusnya Staf di Seksi Bina Jasa Konstruksi minimal

berijasah D3 Teknik Sipil/Arsitektur untuk membantu dalam observasi

dilapangan.
Tabel 4.8
Komposisi pegawai BKPMPT Kabupaten Nunukan
Menurut tingkat pendidikan
( Per Desember 2016 )
Struktural
1 | Kepala Badan - 1 - - - - 1
2 | Sekretaris 1 - - - - - 1
- 3 | Kepala Bidang - 4 - - - - 4
4 | Kasubag 1 1 1 - - - 3
5 | Kasubid - 6 - - - 8
Non Struktural
4 | Staf - 2 4 7 - - 13
5 | Tenaga Honorer - 13 1 21 1 - 36
JUMLAH 2 27 8 28 1 - 66

Berdasarkan analisis beban Kkerja dibandingkan banyaknya SDM
yang ada, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan, sedangkan
dari segi pendidikan komposisi perbandingannya kurang merata antara

Sarjana dengan non Sarjana.
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B. Hasil Penelitian
1. Implementasi kebijakan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di
Kabupaten Nunukan
a. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup IUJK mencakup pelayanan dibidang perizinan

jasa konstruksi yaitu pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan. Untuk menegtahui apakah pelayanan IUJK

diKabupaten Nunukan sudah melaksanakan pelayanan dibidang

perizinan, maka dilakukan wawancara, observasi dan

dokumentasi. Pelayanan IUJK sudah melaksanakan dibidang

perizinan.

Hasil wawancara dengan Informan Pertama, pada hari jumat
tanggal 22 september 2017 pukul 09.30 WITA menyatakan

bahwa :

“saya jelaskan terlebih dahulu tentang tentang IUJK.
Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Izin untuk
melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang di
terbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan di Kabupaten
Nunukan Perda TUJK sudah ada yaitu perda nomor 41
tahun 2003. Jadi betul IUJK sudah melaksanan
pelayanan dibidang perizinan jasa konstruksi yaitu
pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”.

Senada yang di sampaikan oleh Informan kedua pada hari

rabu 27 september 2017 pukul 08.45 WITA, hasil wawancara

mengatakan menyatakan bahwa :

“Ruang lingkup IUJK sudah jelas tertuang didalam
perda nomor 41 tahun 2003 tentang TUJK yaitu tentang
pelayanan perizinan pada pekerjaan perencanaan,
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pengawasan dan pekerjaan konstruksi. Hanya saja...
Perda tersebut sudah sangat lama diterbitkan yaituz 14
tahun yang lalu. Muatan-muatan didalamnya sudah
tidak sesuai dengan perkembangan saat ini...aturan-
aturan contohnya peraturan menteri pekerjaan umum
nomor 04/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan
pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional...juga
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi.

Sementara hasil wawancara dengan Informan ketiga pada hari
rabu 27 september 2017 pukul 10.45 WITA, hasil wawancara
mengatakan menyatakan bahwa :

“klo ruang lingkup IUJK adalah perencanaan,
pelaksanaan dan pengawsan dibidang perizinan.
Perusahaan saya adalah bagian dari pelaksana atau
kontraktor....sebagai kontraktor saya melaksanakan
pekerjaan fisik dilapangan dan wajib memiliki IUJK.
Karena IUJK adalah Izin dalam melaksakan kegiatan
konstruksi. Tapi tentang perda JUJK yang di maksud
saya belum pernah lihat, saya pun tahu baru sekarang.”

Menindaklajuti hasil wawancara dengan informan pertama,
peneliti melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan
tepatnya berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Hasil
observasi/pengamatan ditemui pelayanan IUJK di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Nunukan telah melaksanakan pelayanan dibidang perizinan
dengan sistem Loket. Loket Pelayanan disediakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Kabupaten Nunukan sebanyak 3 loket untuk semua jenis

pelayanan yang ada di Kabupaten Nunukan.
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Berdasarkan  hasil dokumentasi ditemukan laporan
rekapitulasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang
diterbitkan/dike]uarkan BKPMPT Kabupaten Nunukan di bidang
perizinan usaha tahun 2016, hasil rekapitulasi tersebut
ditandatangai oleh kepada ketua Tim Kerja Teknis perizinan

pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Nunukan.

b. Tujuan
Untuk mengetahui apakah penyelengaraann JUJK dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di
kabupaten Nunukan, maka peneliti melakukan wawancara.
Berdasarkan wawancara dengan Informan pertama menyatakan

bahwa :

“Perda IUJK terbit pada tahun 2003 dan Perbup nomor
26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati
Nunukan nomor 7 tahun 2012 tentang pendelegasian
pelayanan perizinan dan Nonperizinan Badan
koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan terpadu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun
2012 dan ganti menjadi Peraturan Bupati Nunukan
nomor 17 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang
bupati dalam peneyelenggaraan pelayanan perizinan
dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan juga UU no 2 tahun 2017 tentang
jasa konstruksi...Masyarakat cukup datang di tempat
front office menyerahkan berkas pemohon dan
menunggu hasil verikasi jika sudah tidak ada
kekurangan maka akan langsung melakukan observasi
lapangan selanjutnya penerbitan IUJK.
penyelengaraann IUJK dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat semenjak di terbitkannya
peraturan bupati tersebut™.

Senada dengan yang di sampaikan oleh informan kedua yang

menyatakan bahwa :




43400.pdf
75

“Penyelengaraan [UJK dikabupaten nunukan sudah
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat™.

Sementara hasil wawancara dengan pemohon, menyatakan
bahwa:

“pagi.... Saya adalah kontraktor diluar kabupaten
Nunukan, menurut saya kualitas pelayanan kepada saya
sebenarnya ada, hanya belum kelihatan betul. Perlu ada
peningkatan lagi, seperti sarana dan prasanan masih
kurang dan waktu peneyelesaian penerbitan IUJK
masih cukup lama saya harus bolak-balik ke kabupaten
dalam pengurusannya”. (RDR)

Selanjutnya untuk mengetahui apakah petugas memberikan
jaminan tepat waktu, tepat biaya, dan jaminan legalitas. Hasil
wawancara dengan Informan ketiga, menyatakan bahwa:

“SOP pelayanan JUJK sebenarnya sudah sangat jelas
tentang ketepatan waktu. Penyelesaian TUJKdi
laksanakan selama 14 hari dengan ketentuan berkas
yang dilampiran pemohon sudah lengkap dan
memberikan alamat yang tepat saat kunjungan lapangan
serta Tim teknis juga Pejabat yang bertandatangan ada
ditempat. Sedangkan untuk biaya sekarang sudah tidak
ada pemungutan khusus pada pelayaan IUIJK.
Walaupun didalam Perda nomor 41 tahun 2003 tentang
IUJK masih diatur. Mengenai Legalitas setiap
pelayanan yang kami lakukan berdasarkan aturan yang
ada”,

Tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Informan kedua,
yang menyatakan bahwa

“Setelah Tim melakukan observasi dilapangan, maka
DPUPRPKP akan melakukan analisis terhadap hasil
peninjauan, jika sudah sesuai maka akan rekomendasi
akan segera diterbitkan. Retribusi IUJK yang ada pada
perda IUJK sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan
sekarang seperti pada UU 28 Tahun 2009 tentang
retribusi. Untuk penerbitan kartu PJT belum dijelaskan
dalam SOP apakah ada biaya atau tidak, sedang
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diketahui selama ini kartu PJT hanya dibuatkan dalam
proses pada penerbitan rekomendasi.”

Selanjutnya  hasil observasi dilapangan  ditemukan
keterlambatan saat pemohon tidak melengkapi persyaratan dan
tidak mengurusnya kembali sehingga kunjungan lapangan
maupun rekomendasi dan penerbitan ijin melebihi waktu yang

ditetapakan pada SOP IUJK.

¢. Persyaratan

Persyaratan dalam pelayanan IUJK di Kabuapten Nunukan
sudah cukup jelas yaitu syarat administrasi dan teknis. Syarat
administrasi seperti standar pelayanan (dokumen dan petugas) dan
pembentukan tim teknik pelayanan perizinan. Hasil dokumentasi
ditemui dokumen chek list persyaratan dan alur permohonan
SIUJK diatur dalam Perda nomor 41 tahun 2003 tentang IUJK
pada lampiran formulir chek list dan formulir isian dan Surat
keputusan Bupati nomor 188.45/92/1/2017 tentang Pembentukan
Tim Kerja Teknis perizinan pelayanan terpadu satu pintu
kabupaten Nunukan tahun 2017. Pada Dokumen persyaratan
permohonan SUJIK sudah sangat jelas, karena didalamnya telah
dijelaskan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon baik
itu, pemohon IUJK baru, perpanjangan IUJK, perubahan IUJK
dan penutupan TUJK. Dokumentasi pada Surat Keputusan Bupati

yang ditetapkan tidak spesifik menjelaskan uraian kepelayanan
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IUJK, namun pelayanan Perizinan secara umum yang

dilaksanakan di Kabupaten Nunukan.

Selain dokumen syarat administrasi lainnya adalah petugas.
Petugas harus memiliki sikap ramah dalam melayani, sopan
santun, petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-
bedakan), mendahulukan kepentingan pemohon dan menghargai

sctiap pelanggan.

Untuk mengetahui cara petugas melayani pemohon dengan
sikap ramah, sikap sopan santun, dan tidak diskriminatif, hasil
wawancara Informan kelima yang menyatakan bahwa :

“Cara kami melayani masyarakat selalu adil dan sopan
tidak diskriminatif. Kami dalam pelayanan selalu
berusaha memberikan yang terbaik kepada pemohon,
tidak membeda-bedakan antara keluarga pejabat
ataupun bukan perlakuan yang sama untuk semua
pemohon, pemohon yang pertama yang kami layani
terlebih dahulu sesuai dengan urutan daftar registrasi”.

Terkait cara petugas melayani pemohon, wawancara dengan
Informan keempat yang menyatakan bahwa :
“Semenjak awal 2017 saya di layanan perizinan
khususnya di IUJK, sikap petugas selalu ramah, sopan,
adil dan tidak diskriminatif. Petugas akan menyapa atau
membatu masyarakat jika ada yang kurang dipahami”.
Hal yang sama diungkapan oleh pemohon terkait cara petugas
melayani pemohon, yang menyatakan bahwa :
“ya.mereka ramah dan selalu tersenyum... sikap
petugas sopan mereka tidak membeda-bedakan. Kami

dianggap sebagai teman dan saling menghagai juga
menghormati.”
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Selanjutnya hasil dokumentasi ditemukan dokumen Pakta
Integritas yang ditandatangani oleh pejabat strul_ctural pelayanan
secara umum dengan disaksikan oleh Kepala Dinas DPMPTSP.
Namun tidak ditemukan dokumen kegiatan dalam rangka
peningkatan kapasitas berupa pelatihn etika pelayanan yang
dilaksanakan oleh tim teknis 1UJK, petugas/aparat melaksanakan
pelayanan sebatas pengetahuan saja.

Kemudian untuk syarat teknis meliputi sarana prasarana dan
pelaksanaan teknis. Hasil observasi dilapangan ditemukan sarana
antara lain adanya loket front ofﬁce, loket penyerahan izin dan

layanan pengolahan data dan informasi.

Selanjutnya untuk pelaksanaan teknis meliputi petugas
pelaksana validasi, petugas kajian teknis, petugas pelaksanan
observasi lapangan dan petugas pelaksana administrasi
sebagaimana di atur dalam Surat keputusan Bupati nomor
188.45/92/1/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis
perizinan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Nunukan tahun
2017 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan. Untuk
mengetahui apakah pelaksanaan teknis di Kabupaten nunukan

adalah ASN, dilaksanakan wawancara dan dokumentasi.
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Hasil wawancara dengan informan kedua yang menyatakan

bahwa

“Pelaksana teknis untuk pelayanan [UJK pada
DPUPRPKP adalah seorang ASN merangkap tugas
sebagai kepala seksi, untuk layanan IUJK belum
mempunyai staf ASN tetapi staf honorer ada. Tugas
DPUPRKPK bersama tim dari DPMPTSP melakukan
peninjauan lapangan dan selanjutnya menganalisis
teknis basil penijauan berkaitan dengan tekmis lalu
penerbitan rekomendasi”.

Sedangkan Hasil wawancara Informan ketiga yang

menyatakan bahwa

“Saya adalah koordinator petugas pelaksana validasi,
pelaksana verifikasi 1 orang, 1 orang petugas kajian
teknis, 1 orang petugas pelaksanan observasi lapangan
dan petugas pelaksana administrasi ada 1 orang”...
Tetapi petugas di front office penerima berkas adalah
NON ASN dikarenakan kekurangan tenaga ASN”.

Hasil Dokumentasi ditemui dokumen dalam Surat keputusan

Bupati nomor 188.45/92/1/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja

Teknis perizinan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten

Nunukan tahun  2017. Setelah dicermati di temui dalam

lampiran I susunan personil petugas teknis Pelayanan JUJK.
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Tabel 4.9 Susunan personil Tim Teknis Pelayanan IUJK
Kabupaten Nunukan Tahun anggaran 2017

No Nama/Jabatan Kedudukan Dalam Tim Ket.
i Kepala Bidang Perizinan | Koordinator Pelaksana ASN
Usaha DPMPTSP Validasi
2 | Kepala Seksi Konstruksi Pelaksana Verifikasi
dan Pariwisata DPMPTSP ASN
Kepala Bidang Tata .
3 Ruang, DPUPRPKP Pelaksana Kajian teknis ASN
4 | dan Pariwisata DPMPTSP Lapangan ASN
5 | Kepala Seksi Binajasa Pelaksana Observasi ASN
Konstruksi DPUPRPKP | Lapangan
6 | Evan Effendi Pelaksana Administrasi ASN
7 | Front Office Penerima verifikasi,registrasi NON
dan pencetak izin ASN

Sumber : diolah dari Surat keputusan Bupati nomor 188.45/92/1/2017

Pada Tabel 4.9 di atas, dapat di jelaskan bahwa jumlah
pelaksana teknis 10 orang dengan komposisi 6 orang ASN dan 4
orang Non ASN, Khusus untuk petugas penerima verifikasi,
registrasi dan pencetak izin diisi oleh semuanya pegawai NON

ASN.

d. Pembiayaaan
Untuk mengetahui pembiayaan pelaksanaan pelayanan JUJK
apakah biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD), maka peneliti melakukan wawancara
dokumentasi dan observasi. Hasil wawancara dengan Informan

kelima, yang menyatakan bahwa :
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“Kegiatan Pelayanan IUJK ada di Dinas kami yaitu
Kegiatan fasilitasi pelayanan perizinan industri dan
perdagangan. Kegiatan tersebut tidak menunjang 100 %
kegiatan IUJK karena ada pelayanan perdagangan
didalamnya®.

Ungkapan yang sama yang disampaikan oleh Informan
keempat , yang menyatakan bahwa

“kalau dikantor saya ada kegiatan pembinaan dan
pengawsan IUJK, tapi tidak mewakili kegiatan
pelayanan [UJK itu sendiri. Mengingat wilayah
kabupaten nunukan cukup luas yang terdiri tiga bagian
yaitu pulau nunukan, pulau sebatik dan daratan
Kalimantan. Jadi belum bisa mencakup beberapa
kecamatan yang ada”.

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemui anggaran pembinaan
dan pengawasan [UJK di Kabupaten Nunukan masuk pada bidang
penataan ruang. Untuk tahun 2017 pagu kegiatan pembinaan dan
pengawasan JUJK di  Kabupaten Nunukan  sebesar
Rp. 242.106.000,00 cukup kecil jika dibandingkan dengan pagu

kegitan—kegitan yang ada di bidang penatataan ruang.

Sementara hasil observasi dilapangan ditemui sarana
penunjaﬁg kegiatan pelayanan JUJK belum dapat memenuhi
seluruh kebutuhan pelayaann TUJK yaitu kendaraan untuk
observasi dilapangan bagi petugas belum ada petugas
menggunakan kendaraan sendiri, belum adanya sistem informasi
yang memudahkan masyarakat berbasis internet dan minimnya
peralatan dan pemeliharaan kantor khususnya dalam pelayanan

TUJK.
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e. Pembinaan dan Pengawasan

Untuk mengetahui apakah sudah terlaksana pembinaan dan

pengawasan terhadap pelayanan IUJK di kabupaten Nunukan.

Dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan

Informan pertama sebagai berikut :

“Observasi dilapangan adalah bagian dari pembinaan
dan pengawasan kepada pemohon/masyarakat terhadap
badan usaha baru, perubahan ataupun perpanjangan,
dan setiap tahun di kecamatan melakukan pembinaan
tata cara seluruh pelayanan yang ada di kabupaten
Nunukan”.

Selanjutnya wawancara dengan Informan kedua sebagai

berikut :

“Sudah pernah telaksana pembinaan dan pengawasan
IUJK. Tahun 2017 DPUPRPKP bekerjasama dengan
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin
melakukan pembinaan kepada Badan Usaha yaitu
Bimbingan Teknis Penanggungjawab Teknik (PJT)™
yang dilaksanakan selama 3 hari dan dihadiri oleh 40
peserta Badan Usaha, dan Pengawsannya kunjungan
dilapangan bersama tim teknis saat observasi
dilapangan”.

Selanjutnya wawancara dengan Informarman ketiga sebagai

berikut :

“Saya bersama temen-teman kontraktor dan konsultan
mengikuti kegiatan Bimtek Penangungjawab teknik
badan usaha (PJT-BU) yang dilaksanakan oleh
DPUPRPKP selama 3 hari yaitu pada tanggal 16 mei
sampai dengan 18 mei 2017 di hotel lenfin kecamatan
nunukan... kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi
saya, dan menambah wawasan saya tentang PJT_BU
tersebut”.

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemui Kerangka Acuan

Kerja kegiatan Bintek PJT-BU dan surat perjanjian kerja sama
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operasional antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat dengan DPUPRPKP Kabupaten
Nunukan nomor  003/KSO/BJKW-V/2017 dan  nomor
601/581/DPU-PR-PKP-V/V/2017 Tentang Kegiatan Bimbingan

Teknis Penangungjawab Teknik Badan Usaha.

f. Peran serta Masyarakat
Untuk mengetahui apakah masyarakat berperan aktif dalam
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dilakukan
wawancara. Hasil wawancara dengan informan ke tiga |,

menyatakan bahwa :

“belum sepenubnya  masyarakat = mengetahui
persyaratan IUJK, sebagai contoh berkas permohonan
yang diajukan masih ada saja yang belum lengkap,
walaupun sudah diberikan formulir surat permohonan
TUJK. Namun ada sebagian masyarakat yang
mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilengkapi
dalam mengajukan permohonan TUJK™.

Hasil wawancara dengan Informan kedua, menyatakan bahwa:

“pemohon belum sepenuhnya memahami persyaratan
IUJK, disebabkan adanya aturan - aturan baru yang
sudah tidak sesuai dengan Perda nomor 41 tahun 2003
tentang IUJK™.

Sejalan dengan hal tersebut yang diungkapkan oleh

masyarakat, sebagai berikut

“maaf saya tidak mengetahui persyaratan pengurusan
JUJK. Karena saya mempunyai anggota yang selalu
saya suruh untuk mengurus semua kegiatan yang ada di
perusahaan. Saya hanya bertandatangan kalau segala
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urusan yang dikerjakan sudah selesai, selain itu saya
sangat malas untuk menunggu. Setahu saya proses
pelayanan perizinan selalu membutuhkan waktu yang
lama”. (AHS)

Pandangan lain dari masyarakat yang menyatakan bahwa :

“alhamdulilah saya sangat menegtahui persyaratan
dalam permohonan IUJK. Menurut saya IUJK
merupakan persyaratan perijinan bagi badan usaha yang
bergerak dibidang konstruksi dan merupakan kewajiban
badan usaha untuk memiliki IUJK jika ingin mengikuti
lelang atau tender”. (Faizal)

Hal yang senada di sampaikan oleh masyarakat, yang

menyatakan bahwa :

“iya mengetahui persyaratan pengurusan IUJK. Pada
dasarnya sebelum melakukan pengurusan kita terlebih
dahulu meminta kepada petugas yang ada di front
office persyaratan dalam melakukan permohonan. laln
melengkapinya, terkadang ada persyaratan yang dalam
proses penerbitan sebagai contoh SBU... yang dimana
SBU.... Walaupun demikian kami sebagai pemohon
tetap harus memenuhi persyarata-persyaratkan tersebut
karena sudah ditetapkan dalam aturan-aturan”. (Alif).

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi

Implementasi kebijakan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)} di Kabupaten

Nunukan

Berikut peneliti akan menguraikan faktor pendukung dan faktor
penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

Faktor Pendukung

a. Kejelasan
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Untuk mengetahui informasi yang diterima oleh petugas

sudah cukup jelaﬁ atau tidak, Informan pertama menyatakan

bahwa :

“Saya lihat dari pembentukan usahannya sudah
lumayan bagus dikabupaten Nunukan, dapat dilihat dari
tolak ukur prodak yang dihasilkan sampai saat ini dari
tahun 2014-2016 sudah 211 SIUJK yang terbit
berdasarkan pemohon belum mencerminkan badan
usaha. Dari dasar hukum sudah bisa diterima olch
pemohon, karena IUJK ini bersifat nasional. Muatan-
muatan standar pengaturan secara nasional jadi agak
mudah menyampaikan kepada pemohon. Untuk
komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan
dan petunjuk sesuai SPO dan tupoksi masing-masing
staf Komikasi mampu dilakukan™.

Hal yang sama diungkapan oleh Informan kedua, yang

menyatakan bahwa

“Komunikasi yang dilakukan antar tim teknis sudah
berjalan bagus, untuk komunikasi ke staf dengan
memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai SPO dan
tupoksi masing-masing staf. Sedangkan informasi
kepada masyarakat disampaikan secara langsung
kepada pemohon baik yang dilakukan oleh Kasi
maupun petugas”.

Pernyataan di atas diperkuat oleh informan triangulasi

informan kelima, sebagai berikut :

“Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang)
menyampaikan berkas pemohon IUJK yang telah
lengkap dan siap untuk peninjauan lapangan. Setelah
hasil verifikasi dilapangan sesuai dilanjutkan dengan
penerbitan rekomendasi oleh dinas teknis. Untuk
komumikasi ke staf dengan memberikan pengarahan
dan petunjuk sesuai tupoksi masing-masing staf dan
membuat surat rekomendasi penerbitan TUJK”
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Selanjutnya ntuk menegatahui sudah sejauhmana tingkat
komunikasi yang dilakukan oleh instansi teknis, hasil wawancara
dengan Informan pertama menyatakan bahwa :

“komunikasi intensif dilakukan di setiap penerbitan
barn, perpanjangan atau perubahan iujk melalui
permintaan rekomendasi secara rutin. Kualitasnya baik,
bagus, ekselenlah....Komunikasi dilakukan dengan
turun kelapangan dengan tim teknis melakukan
observasi lapangan dengan instansi terkait, lahirnya
berita acara”.

Pernyataan diatas di perkuat oleh Informan dari keempat
mengutarakan bahwa ;

“Tim Teknis selalu berkomunikasi secara intensif.
Setelah berkas pemohonan telah lengkap, tim teknis
DPMPTSP maupun DPUPRPKP akan melakukan
Observasi dilapangan secara bersama-sama jika salah
satu tim baik itu dari DPMPTSP atau DPUPRPKP
tidak ada maka observasi tidakakan dilakukan.”

Sementara tanggapan masyarakat mengenai tingkat
komunikasi menyatakan bahwa :

“,..terkadang kami telah menerima informasi akan
dilakukan observasi dilapangan dan telah siap, namun
salah satu anggota TIM JUJK katanya tidak hadir, maka
observasi dilapangan batal. Namun jika mereka.
lengkap observasi segera dilaksanakan”.

Hasil Dokumentasi dilapangan ditemukan beberapa Surat
Permintaan personil untuk observasi dilapangan IUJK, beserta
surat tugas staf yang akan melakukan observasi dilapangan
diantaranya Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Nunukan Nomor
257-DPMPTS/601.11/VI/2017, tanggal 19 juni 2017 dan surat
tugas nomor :530/74/ST/DPMPTS-II. Dalam Surat tersebut

dijelaskan uraian observasi kelapangan dan tujuan perusahan
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mana yang akan dikunjungi sesuai permintaan pemohon. Selain
itu ditemukan juga Hasil Observasi Lapangan seperti berita
acara peninjauan lapangan yang di tandatangani oleh Tim Teknis
dan direktur atau perwakilan dari pemohon/perusahaan.
b. Sumber Daya
Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf. Staf dalam penelitian ini meliputi kecukupan, kepekaan/daya
tanggap dan kemampuan staf atau petugas pelayanan di
Kabupaten Nunukan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
1) staf
Untuk mengetahui staf yang tersedia sudah mendukung
proses implemtasi kebijakan pelayanan IUJK, dilakukan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan
Informan pertama menyatakan bahwa :
“Jujurnya belum, mapingnya belum. Secara struktural
sudah memenuhi sudah ada kepala bidang dan kepala
scksi, - sedangkan secara staf masih kurang. Petugas
pelayanan IUJK membutuhkan staf teknik yaitu sebagai
verifikasi berkas, observasi di lapangan dan yang

menjalankan SIPJAKI. Kegiatan [UJK langsung di
lakukan oleh kepala seksi”.

Sejalan dengan yang sama diungkapan oleh Informan kedua,
yang menyatakan bahwa

“Staf ASN untuk pelayanan IUJK tidak ada, segala
‘kegiatan dilaksanakan oleh kepala scksi. Tetapi staf
Non ASN di pelayaan IUJK ada 5 orang mereka
membantu dalam registrasi, observasi dilapangan dan
pengetikan rekomendasi”.
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Disisi lain keinginan memiliki staf diungkapkan oleh
Informan keempat, mengutarakan bahwa :

“..Saya sangat membutuhkan staf ASN untuk
membantu dalam pelayanan IUJK. Sebenarnya saya
sangat kewalahan dalam pelayanan [UJK, saya harus
menyelesaikan semua pekerjaan sendiri, karena staf
Non ASN yang memiliki pendidikan setara SMA,
sedang kita Ketahui untuk dibidang pelayaanan
khususnya staf teknis IUJK saya sangat membutuhkan
staf ASN yang berpendiddikan Setara D3/S1 sipil atau
arsitektur.”

! Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan ditemukan

komposisi SDM Bina Jasa Konstruksi menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4,10 Komposisi SDM Bina Jasa Konstruksi

No Nama Jabatan Pendidikan | Ket.
1 | Christina T, ST, M.Ap _I_l_l_fonnan_ l_cs_@g_ . _S2 _ ASN |1
2 | Serlyana Muh Nur, ST | Informan keempat S1 ASN
3 | Budi Matto, SE S1
4 | Ataqwin
5 | Naomi Staf Non
6 | Ibnu ) SMA ASN
7 | Nurdiana
8 | Ibnu _
"Total 8

Sumber : diolah dari data Lakip 2016

Untuk mengetahui kepekaan atau daya tanggap sumber daya

vang tersedia sudah mendukung proses implemtasi kebijakan

pelayanan 1UJK dalam memberikan pelayanan schingga dapat
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memuaskan harapan masyarakat yang dilayani. Hasil wawancara
dengan Informan pertama menyatakan bahwa ;

“yah..sopan so good lah... sejauh ini bagus. Kepekaan
dan daya tanggap kembali lagi kepada kapasitas
kemampuan didalam memahami teknis pelayanan iujk
sejauh ini bagus. dari sesi struktural. Tapi
dipelaksananya yang secara teknis dan sudah terlatih itu
belum ada ya...karena setiap segala sesuatu ada
indikator ya...kalau mampu indikatornya masa kerja
juga bisa membentuk kemampuan, kalau masa ketjanya
pendek dia harus didorong dengan pelatihan teknis.
Naaah untuk saat ini pelatihan teknis untuk staf belum.
Untuk pejabat struktural mauo tidak mau harus bisa
menguasaikan tugas dan fungsi jabatan masing-masing
! itu sudah menjadi tanggungjawab. Dahulu tenaga teknis
| namun pindah dinas, namun sckarang dalam tahap
| pembinaan untuk staf yang baru.”

‘ Sejalan yang dikatakan Informan pertama Informan ketiga,
| mengutarakan bahwa
“Kepekaan dan daya tanggap SDM IUJK sudah
memadai, namun perlu ditingkatkan lagi. Karena staf
teknis hanya belajar otodidak saja bukan melalui
pelatihan atau bimtek.”
\ 2) Fasilitas
q Ketersediaan fasilitas dari sumber daya juga tak kalah
| pentingnya dalam proses pelaksanaan suatu program atau
kebijakan. Fasilitas yang dimaksud yaitu tersedianya sarana
:‘ prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan JUJK.

Hasil wawancara dengan Informan Keempat menyatakan
bahwa :

“untuk sarana belum sepenuhnya terpenuhi, kami di

bidang jasa pelayanan TUJK disediakan laptop untuk
meningkatkan Kinerja kami, namun tidak disediakan




43400.pdf
a0

printer.... Untuk mengeprint rekomendasi kami
meminjam printer tim IMB atau Tim {jin pemanfaatan
ruang jika tim tidak menggunakannya.”

Pendapat yang sama disampaikan dengan Informan pertama
menyatakan bahwa :

“sebenarnya belum menurut saya,,,yaitu sarana
kendaraan yang digunakan saat peninjauna lapangan.
Tim teknis membutuhkan kendaraan roda 2 dalam
memudahkan aktifitas peninjaun lapangan tidak harus
menggunakan  kendaraan  pribadi...dan  saya
informasikan saat ini DPMPTSP belum memiliki
kantor sendiri dan sekarang kantor yang disewapun
mcemiliki luas yang cukup kurang, pemanfaatan ruang
yang dibutuhkan sebenarnya banyak tapi yang tersedia
sedikit lengkap dengan fasilitas kurang. Ya..”

Untuk  mengetahui apakah ada kemudahan akses
pelanggan/masyarakat dalam mendapatkan sistem informasi
pelayanan berbasis internet. Hasil wawancara dengan Informan
pertama menyatakan bahwa :

“Jaringan Internet sangat kurang dan cukup lambat di
kabupaten nunukan, schingga untuk mengases
informasi tentang pelayanan sangat terbatas. Demikian
juga staf yang pernah dilatih untuk akses informasi di
mutasi ke instansi lainnya™.

Ungkapan yang sama oleh Informan kedua, yang menyatakan
bahwa

“Akses informasi pelayaan berbasis internet, sangat
penting. Agar pclayanan dalam penerbitan izin dapat
diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Namun
kenyataan yang terjadi jaringan untuk internetnya
sangat kurang karena keterbatasan tenaga/staf yang.
mengelolah™.
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Sementara tanggapan pemohon mengenai kemudahan akses
pelanggan/masyarakat dalam mendapatkan sistem informasi
pelayanan, yang menyatakan bahwa

“Saya cukup puas Informasi yang disampaikan oleh
petugas/pejabat menyenai pelayanan, hanya memang
terkadang saya bingung karena cukup panjang dan saya
orangnya sangat malas untuk menunggu berkas.
Sedangkan untuk akses informasi internet ada bagusnya
Jjuga lebih mempermudah melihat dan membacanya jiak
ada waktu senggang. Namun maaf saya belum begitu
pandai dalam menggunakan internet kalau tidak
didampingi anak saya”.

c. Karakter dan Komitmen
[) Karakteristik Lembaga dan penguasa
Untuk mengetahui dukungan pihak eksekutif maupun
legislative dalam implementasi kebijakan pelayanan TUJK di
Kabupaten Nunukan hasil wawancara dengan Informan pertama
yang menyatakan bahwa :

“Dukungan  pihak legislative...dia mendukung
pembentukan perda atau perubahan perda [UJK sesuai
dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan usulan dari
pihak eksekutif. Sedangkan dukungan eksekutif.. kalau
pejabat-peiabat vang diatas tentuitya memberikan
dukungan apalagi seperti bupati. Bupati kan dibatasi
dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan dacrah
dimana bupati wajib memberikan layanan ahh...sudah
diatur didalam pasal 350. Kalau tidak memberikan
layanan akan mendapat sanksi administrastif- sesuai
pasal 350 ayat 4 -dijefaskan. Sanksi administratiinya
juga ada pada ayat 5 dan 6.ece dalam tataran hubungan
cksekutif ini sudah digariskan wajib untuk
dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan ditemukan

dokumen surat keputusan (SK) bupati nunukan nomor
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188.45/92/1/2017 tentang pembentukan tim kerja teknis perizinan

pelayanan terpadu satu pintu kabupaten nunukan tahun 2017.

2) Intensif
Untuk mengetahui apakah ada diberikan insentif dan sudah
sesuaikah dengan beban kerja dilakukan hasil wawancara dengan
Informan pertama yang menyatakan bahwa : |

“Insentif sudah kami berikan dan pengesahan berupa
surat keputusan (SK)} bupati nunukan nomor
188.45/92/1/2017 tentang pembentukan tim kerja teknis
perizinan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten
nunukan tahun 2017, Dalam SK tersebut sudah
terlampir jumlah honorarium yang diterima’

Pandangan yang sama disampaikan oleh Informan ke tiga
yang menyatakan bahwa :

“Alhamdulilah...saya menerima insentif jangka waktu
7 bulan pamun vukan insentif pada pelayanan IUJK
tetapi pada bidang perizinan Usaha. Saya jelaskan pada
bidang perizinan usaha terdiri dari perizinan industri
dan perdagangan ‘serfa  porizinan  Konstrukst  dan
pariwisata. Saya melakukan tugas dan fungsi dalam SK
ada beberapa namun insentif yang diberikan hanya satu.
Namur ads ketentuan tidak di perbolehkan untuk
menerima insentif double dalam SK yanga sama.”

Hal yang sama disampaikan oleh Informan ke lima yang

menyatakan bahwa :

“jya...sava menerima insentif sebagai pelaksana
verivikast dan sebagai peiaksana observasi lapangan.”
namun insentif tersebut tidak sesuai dengan beban kerja
terutama saat kelapangan. Observasi ke lapangan saya
harus mengeunakan kendarasn sendint dan forkadang
dalam sebulan ada 2 lokasi yang harus dikunjungi jadi
menurut sava betum sesuai dengan beban kerja.”
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Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan ditemukan
dokumen surat keputusan (SK) bupati nunukan nomor
188.45/92/1/2017 tentang pembentukan tim kerja teknis perizinan

pelayanan terpadu satu pintu kabupaten nunukan tahun 2017.

d. Struktur Birokrasi

1) Standard Operating Prosedures (SOP)

SOP adalah petunjuk pelaksanaan atau acuvan bagi
penyelengara kegiatan rutinitas setiap harinya. Standard
Operating Prosedures (SOP) pelayanan IUJK sudah disusun
sebagaimana hasil wawancara, observasi. Hasil wawancara
dengan Informan pertama menyatakan bahwa :

“SOP Pelayanan [UJK sudah ada namun belum
disahkan karena ada perubahan sedikit. Dan kami sudah
melaksanakain rapat pada tanggal 24 agustus 2617 dan
akan segera memproses penerbitannya.”

Menurut Informan ke lima bahwa kendala yang dihadapi
dalam melaksanakan SOP adalah :

“SOP Pelavzman TUTK vang disusun sering terkendaia

Jdaivan wwablh nes "'-!-\ct:nn nva, ")';1‘.. in \- O ditalackan
v‘!‘l?bml "\" LEatd ll-l' et RSty Hity § J AR “‘.Jvl\"ﬂ- JERCD Y

penyelesaian IUIK diselama 14 hari kerja. Namun
realisasi melebihi dari target yang ditetapkan,

tericendals proses  ponpUrusannyi dilakeanalan diza

oL

tempat instansi tidak dilaksanakan pada kantor
nalavanan satu pintu.”
Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan ditemukan
dokumen Standard Operating Prosedures tahun 2017, dokumen
surat Notulen Rapat pada tanggal 5 september 2017 dan

dokumentasi rapat perbahasan dan evaluasi SOP di DPMPTSP.
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Selanjutnya apakah standar pelayanan IUJK di kabupeten
Nunukan sudah cukup jelas tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan dilaksanakan. Berdasarakan hasil wawancara dan obsevasi
dengan Informan pertama menyatakan bahwa :

“Kabupaten Nunukan telah memiliki Standar Pelayaan
IUJK, yang di dalamnya terdapat proses kegiatan
berlangsung dan waktu penyelesaian kegiatan. Didalam
SP terscbut sangat jelas proses pelayanan yang
dilaksanakan dan masa waktu yang hasrus diselesaikan.
Kami tim teknis pun rapat pada tanggal 24 agustus
2017 mengenai Standar Pelayanan [UJK, Bahkan
PERDA IUJK pun sudah...hanya muatan-muatan
didalamnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan-
ketentuan saat ini yaitu UU Nomo 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi, UU 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Hal yang sama diungkapan oleh Informan kedua, yang
menyatakan bahwa

“Standar Pelayanan [UJK Kabupaten Nunukan sudah
ada, bahwa Perda Kabupaten Nunukan pun demikian,
tetapi muatan Perda Nomor 41 tahun 2003 Tentang Izin
Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Nunukan sudah
tidak layak untuk digunakan karena tidak sesuai dengan
kondisi sekarang. Perda ini sudah 14 tahun”.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Informan
masyarakat, yang menyatakan bahwa :

“ ..saya tau Standar Pelayanan sudah ada tapi saya
sangat heran proses penerbitan SIUJK kami selalu
lama, padahal berkas sudah lengkap. Saya harus
berurusan dengan dua kantor yaitu DPMPTSP dan
DPUPRPKP...dengan alasannya harus melalui tim
teknis dahulu, bisakah tempat pengurusannya cukup
satu kantor saja supaya saya tidak cape bolak-balik.”
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C. Pembahasan

Implementasi kebijakan pelayanan lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di
Kabupaten Nunukan

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi, Pasal 3 bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan
untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi
untuk mewujudkan struktur nsaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi,
dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, mewujudkan peningkatan
partisipasi masvarakat di hidang Jasa Konstruksi dan menjamin tata kelola
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggambarkan Tmplementasi
kebijakan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten
Nunukan dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi.

a. Ruang Lingkup

Temuan hasil penelitian bahwa peleyanan IUJK di kabupaten
Nunukan sudah mencakup rvang lingkup IUJK meliputi
pelayanan dibidang perizinan.
Pelayanan [UJK di Kabupaten Nunukan sudah mencakup
pelayanan dibidang perizinan sebagaimana ditegaskan oleh
Informan pertama yang menyatakan bahwa : “IUJK sudah
melaksanan pelayanan dibidang perizinan jasa konstruksi yaitu
pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”. Senada
yang disampaikan oleh informan kedua yang menyatakan bahwa :

“Ruang lingkup [UJK sudah jelas tertuang didalam perda nomor




43400.pdf
96

41 tahun 2003 tentang 1UJK yaitu tentang pelayanan perizinan
pada pekerjaan perencanaan, pengawasan dan pekerjaan
konstruksi”,

Kemudian hasil dokumentasi ditemukan laporan Rekapitulasi
zin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan/dikeluarkan
BKPMPT Kabupaten Nunukan di Bidang Perizinan Usaha Tahun
2016 yang dilaksanakan setiap kecamatan. Jumlah pclayanan
dilUJK pada tahun 2016 sebanyak 94 sertifikat yang terbit di 15
kecamatan kecamatan Nunukan, dengan rincian pernerbitan IUJK
baru berjumlah 63 buah sertifikat , perubahan [UJK betjumlah 2
buah sertifikat dan 29 buah sertifikat perpanjangan TUJK, jumlah
sertifikat terbanyak berada di kabupaten nunukan yaitu 60
sertitikat termasuk penerbitan baru, perubahan dan perpaniangan.
Pelayanan IUJK secara keseluruhan dari Januari sampai desember
2016 Pencrbitan IUJK vang peling banyak di terbitkan adalah
Kualifikasi K1 (usaha kecil) berjumlah 55 sertifikat di kecamatan
Nunukan, dan paling sedikit kualifikasi M2 {usaha menengah)
hanya berjumlah 5 sertifikat dari 94 sertifikat yang terbitkan.
Sedangkan untuk masa berlaku serfifikat rata-rata pemohon
hanya mengajukan SIUJK selama setahun sebanyak 49 sertifikat
Badan Usaha.

Pemohon atau badan usaha hanya mau mengurus penerbitan IUJK
saat akan mengikuti lelang saja pada tahun berjalan. Rekapitulasi

dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah :
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Tabel 4. 11 Rekapitulasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan/dikeluarkan BKPMPT Kabupaten Nunukan
di Bidang Perizinan Usaha Tahun 2016
Kualifikasi Masa Keterangan
No Nama Kecamatan J';lzni:lah lferlakg TTL ° TTL
Ki1  K2|K3| M1 | M2 Thn | Tha Baru | Prbhn | Perpnjngn
1 | Kecamatan Nunukan 60 37 [ 9 8 5 1 33 27 | 60 44 1 15 60
2 | Kecamatan Nunukan Selatan 12 6 3 1 1 4 8 12 5 1 6 12
3 | Kecamatan Sebatik 0 - - - - - - - 0 - - - 0
4 | Kecamatan Sebatik Barat 1 1 - - - - - 1 1 - - 1 1
5 | Kecamatan Sebatik Tengah 0 - - - - - - - 0 - - - 0
6 | Kecamatan Sebatik Timur 5 3 2 - - - 5 - 5 4 - 1 5
7 | Kecamatan Sebatik Utara 6 3 1 - - 2 - 6 6 3 - 3 6
8 | Kecamatan Sebuku 1 - - - - - 1 - 1 1 - - 1
9 | Kecamatan Siemanggaris 1 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1
10 | Kecamatan Krayan 7 3 1 1 1 1 4 3 7 5 - 2 7
11 | Kecamatan Krayan Selatan 1 1 - - - - 1 - 1 - - 1 1
12 | Kecamatan Tulin Onsoi 0 - - - - - - - 0 - - - 0
13 | Kecamatan Lumbis Ogong 0 - - - - - - - 0 - - - 0
14 | Kecamatan Lumbis 0 - - - - - - - 0 - . - 0
15 | Kecamatan Sembakung 0 - - - - - - - 0 - . - 0
Total 94 55 | 16 | 10 8 5 49 | 45 | 94 63 2 29 94

Sumber : diolah dari Laporan IUJK Kabupaten Nunukan tahun 2016

43400.pdf
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Variabel yang mempengaruhi implementasi menurut
Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2005: 94-99) yaitu
Variabel Karakteristik dari Masalah (tracability of the problems)
diantarannya proporsi kelompok sasaran terhadap populasi. Suatu
program akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup
seluruh  populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah
diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu

besar. Belum sesuai dengan hasil observasi di lapangan pengurusan

pelayanan IUJK tidak memiliki loket khusus melainkan loket
pelayanan secara umum yang dilaksankan di Kabupaten Nunukan,

sedangkan diketahui pelayanan yang ada di Kabupaten Nunukan di

: bidang perizinan cukup banyak berdasarkan Perbup Nunukan Nomor

17 Tahun 2015 sebagai berikut Tanda Daftar Perusahaan; Tanda
Daftar Industri; Izin Usaha Perdagangan (IUP); Izin Usaha Angkutan

; sungai, danau dan penyebrangan (ASDP); izin Usaha Restoran,

Rumah makan, Tempat makan dan jasa boga; Izin tempat rekreasi dan
hiburan umum; Izin hote! dan penginapan; Izin usaha angkutan; Izin

Pengumpulan dan pengelolaan Hasil perikanan; dan Izin Usaha Jasa
Konstruksi.

Berdasarkan uraian diatas temuan hasil penelitian bahwa

pelayanan TUJK di kabupaten Nunukan sudah mencakup ruang

lingkup TUJK, namun muatan-muatan didalam Perda kabupaten
! Nunukan nomor 41 tahun 2003 tentang [UJK sudah tidak sesuai

dengan perkembangan saat ini. Impilikasi bagi pelayanan JUJK adalah
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perda IUJK nomor 41 tahun 2003 belum dapat memenuhi tuntutan
kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan
penyelenggaraan jasa konstruksi dimana masih memuat tentang
retribusi  penentukan klasifikasi belum spesifik. Oleh sebab itu
disarankan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan untuk melakukan
Revisi atan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor
41 tahun 2003 tentang JUJK yang disesuaikan dengan aturan-aturan

yang ada saat ini.

b. Tujuan

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan UU nomor 2
tahun 2017 tentanag jasa konstruksi bertujuan untuk mewujudkan
peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.
Pastipasi masyarakat dapat kita lihat dari peningkatan kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Temuan hasil penelitian bahwa penyelenggaraan IUJK di
kabupaten Nunukan berdampak pada meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Indikasi peningkatan kualitas terlihat
dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan nomor
17 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang bupati dalam
peneyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Masyarakat tidak
mendatangi setiap ruangan untuk bertemu kepala, sekertaris, kabid,
dan kasi sebagaimana diungkapkan oleh Informan pertama bahwa :

“masyarakat cukup datang di front office untuk menyerahkan berkas
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dan selanjutkan akan diteruskan kepejabatan yang membidangi
IUJK™.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pihak
kabupaten telah mendelegasikan wewenang kepada DPMPTSP.
Proses penyelenggaran pelayanan dimulai dari penerima berkas
permohonan yang dilakukan oleh front office dengan mendapatkan
informasi terlebih dahulu dari petugas dan mengisi formulir
permohonan secara lengkap. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Van Meter dan van Horn dalam Budi Winamo (2002 : 102)
memberikan batasan  implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan Sfang dilakukan individi-individu (kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapat tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Temuan hasil penelitian bahwa petugas dalam memberikan jaminan
tepat waktn dalam pelayanan, petugas memberikan jaminan biaya
dalam pelayanan, petugas memberikan jaminan legalitas dalam
pelayanan, dan petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam
pelayanan sudah cukup optimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh
Informan ketiga bahwa ketepatan waktu dalam SOP pelayanan IUJK
dilaksanakan selama 14 hari dengan ketentuan berkas yang dilampiran
pemochon sudah lengkap dan memberikan alamat yang tepat saat
kunjungan lapangan serta Tim teknis juga Pejabat yang
bertandatangan ada ditempat. Sedangkan untuk biaya sekarang sudah

tidak ada pemungutan khusus pada pelayaan IUJK. Walaupun didalam
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Perda nomor 41 tahun 2003 tentang IUJK masih diatur. Mengenai
Legalitas setiap pelayanan yang dilakukan oleh petugas berdasarkan
aturan yang ada.

Selanjutnya hasil penelitian jaminan biaya dalam pelayanan bahwa
biaya ataupun retribusi untuk pelayanan SIUJK sudah ditiadakan
karena bertentangan dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang
retribusi daerah pada pasal 141 menjelaskan bahwa jenis perizinan
yang dikenakan retribusi adalah

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3) Retribusi Izin Gangguan;

4) Retribusi Izin Trayek; dan

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan uraian diatas temuan hasil penelitian bahwa sudah
cukup optimal petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam
pelayanan, petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan,
petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan, dan petugas
memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Namun
jaminan Retribusi TUJK pada UU nomor 28 tahun 2009 tentang
retribusi daerah sudah tidak tetapi Perda IUJK nomor 41 tahun 2003
masih dicantumkan. Oleh sebab itu disarankan kepada pemerintah
kabupaten nunukan untuk merubah atau menyesuaikan Perda TUJK

nomor 41 tahun 2003 tersebut dengan UU 28 Tahun 2009 mengingat
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IUJK sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan TUJK

tersebut sudah 14 tahun tidak direvisi.

¢. Persyaratan

Temauan hasil penelitian bahwa persyaratan dalam pelayanan ITUJIK
syarat administrasi sudah terpenuhi baik untuk dokumen dan sikap
petugas. Pemohon telah memenuhi segala persyaratan dokumen
sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam pelayanan
IUJK, dengan ditemukannya hasil dokumentasi berupa dokumen chek
list persyaratan dan alur permohonan SIUJK diatur dalam Perda
nomor 41 tahun 2003 tentang IUJK pada lampiran formulir chek list
dan formulir isian.
Kemudian temuan hasil penelitian bahwa petugas bersikap sikap
ramah, sikap sopan santun, dan tidak diskriminatif dalam melayani
pemohon sebagaimana hasil wawancara dilakukan dengan Informan
kelima yang menyatakan bahwa “...Kami dalam pelayanan selalu
berusaha memberikan yang terbaik kepada pemohon, tidak membeda-
bedakan antara keluarga pejabat ataupun buka. Diberikan perlakuan
yang sama untuk semua pemohon, pemohon yang pertama yang kami
layani terlebih dahulu sesvai dengan urutan daftar registrasi”. Tidak
jauh beda yang dikatakan oleh masyarakat bahwa petugas sangat
ramah tidak membeda-bedakan memperlakukan masyarakat sebagai
teman dengan saling menghargai dan menghormati.

Selanjutnya tim teknis belum pernah memberikan peningkatan

kapasitas berupa pelatihan etika pelayanan kepada petugas layanan
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semua dilaksanakan sebatas pengetahuan. Sedangkan dalam UU 25
tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 11 ayat 3 menyatakan
bahwa “Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada
Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.” Prestasi kerja oleh pelaksana
dapat berupa sikap ramah, sikap sopan santun, dan tidak diskriminatif
semuanya itu diwajibkan untik diberi penghargaan berupa pelatihan
etika pelayanan. Agar pelaksana/petugas dapat melayani secara
professional dan terbentuknya citra pelayanan yang baik kepada
masyarakat.

Kemudian hasil observasi dilapangan ditemukan Pakta Integritas
yvang ditantatangani oleh pejabat structural yang melaksankan
pelayanan secara umum tidak melibatkan penandatanganan oleh tim
teknis. Adapun isi Pakta Integritas sebagai berikut :

1) Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi ,kolusi dan nepotisme serta tidak
melibatkan diri dari perbuatan tercelah;

2) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung
atau tidak langsung berupa suap, hadiah, dan bantuan atau
bentn [ainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

3) Bersikap transparan , jujur , obyektif dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas;

4) Menghindari pertentangan kepentingan ( confict of interst )

dalam melaksanakn tugas;




5)

6)

43400.pdf
104

Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas , terutama
kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya
dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;

Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan serta turut menjaga kerahasiaan saksi
atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Berdasarkan uraian diatas temuan hasil penelitian bahwa syarat

administrasi sudah terpenuhi baik untuk dokumen dan sikap petugas
petugas bersikap sikap _ramah, sikap sopan santun, dan tidak
diskriminatif dalam melayani pemohon. Namun dari segi pengetahuan
petugas masih kurang dalam etika pelayanan dan Pakta Integritas
yang ditandatangani masih bersifat pelayanan secara umum tidak
melibatkan tim teknis. Oleh sebab itu disarankan kepada pemerintah

kabupaten nunukan sebagai berikut :

1) memberikan pelatihan dan keterampilan etika pelayanan

2) membuat pakta integritas secara khusus di pelayanan iujk

dengan melibatkan tim teknis iujk kabupaten.
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Namun masih ditemui persyaratan teknis yang belum memenuhi

persyaratan untuk tempat Verifikasi data dan pelaksana teknis tidak

semuanya ASN.

Sebagaimana hasil dokumentasi ditemui peraturan dan keputusan

sebagai dokumen pendukung pelayaanan IUJK sebagai berikut :

H
2)

3

4)

5)

Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Dacrah Kabupaten Nunukan Nomor 41 tahun 2003
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Nunukan.

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan.

Perbup nomor 26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan
Bupati Nunukan nomor 7 tahun 2012 tentang pendelegasian
pelayanan perizinan dan Nonperizinan Badan koordinasi
Penanaman Modal dan Perizinan terpadu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2012 dan ganti menjadi
Peraturan Bupati Nunukan nomor 17 tahun 2015 tentang

pendelegasian wewenang bupati dalam peneyeienggaraan
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pelayanan perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan

6) Surat keputusan Bupati nomor 188.45/92/1/2017 tentang
Pembentukan Tim Kerja Teknis perizinan pelayanan terpadu
satu pintu kabupaten Nunukan tahun 2017,

Hasil Dokumentasi dan observasi ditemui persyaratan teknis yang
belum terpenuhi yaitu Staf ASN. Penempatan Staf ASN yang masih
kura'ng dan pejabat Sturktural yang ada harus mengerjakan pekerjaan
rangkap di pelayanan sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan
kedua bahwa “staf ASN di bidang pelayanan IUJK pada DPUPRPKP
tidak ada sehingga mengharuskan pejabat Struktural ASN yang
merangkap tugas dalam pelayanan”. Implikasi bagi pelayanan TUJK
yaitu pejabat struktural akan kewalahan dalam melakukan dwi
fungsinya pertama sebagai staf harus melayani pemohon dan juga ke
lapangan untuk observasi lapangan dan kedua sebagai pejabat harus
memverifikasi berkas dan memptotap rekomendasi IUJK serta
melakukan tugas lain sesvai dengan Tupoksi jabatan.

Untuk Bidang Penataan Ruang DPUPRPKP secara struktural sudah

lengkap dengan komposisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4. 12
Jumlah ASN di Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan
No Jabatan Jumlah Eselon
1 { Kepala Bidang Penataan ruang 1 Ila
2 | Kepala Seksi Bina jasa konstruksi 1 IVa
3 | Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang 1 IVa
4 | Kepala Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 IVa
5 { Staf Pemanfaatan Ruang 2 -
6 | Staf Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 -
7 Staf Pembantu bendahara Bidang )
Penataan Ruang 1
Total 8

Sumber : diolah data ASN DPUPRPKP Kabupaten Nunukan

Berdasarkan uraian diatas pelayanan IUJK sudah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan
keputusan yang ada. Namun pada jumlah dan pendidikan staf belum
sesuai  akibatnya dalam usulan penerbitan rekomendasi akan
terhambat disebabkan petugas/staf kurang memahami bener tentang
tugas yang dikerjakannya. Staf ASN teknik untuk observasi lapangan
pekerjaan jasa Konstruksi yang berpendidikan D3/S1 bidang teknik
sipil atan arsitek dalam pelayanan TUJK tidak ada. Hal ini belum
sesuai dengan pendapat Moenir (2002: 190-196) menyatakan bahwa
“....Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perlu pelayanan yaitu
memahami bengr masalah-masalah yang termasuk dalam bidang
tugasnya, mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu
dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi

mercka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu”.
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d. Pembiayaan

Temuan hasil penelitian bahwa pembiayaan pelayanan ITUJK di
Kabupaten Nunukan sudah dialokasikan dalam APBD Kabupaten
Nunukan. Sebagaimana hasil dokumentasi ditemui DPA tahun 2017
pelayanan TUJK yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan Ijin Usaha
Jasa Konstruksi. Namun biaya penyelenggaran pelayaanan IUJK yang
dipagu oleh Pemerintah Daerah belum mampu menunjang secara
keseluruhan kegiatan pelayanan IUJK sebagaimana yang diungkapkan
oleh Informan kedua menyatakan bahwa *...kegiatan TUJK tidak
mewakili pelayanan TUJK, karena wilayah kabupaten nunukan cukup
luas™.

Tabel 4.13 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Penataan Ruang

Tahun anggaran 2017
. Jumlah
No Uraian Anggaran
1 | Fasilitas Koordinasi dan Sosialisasi Tim BKPRD 331.503.000,00
Kab. Nunukan
2 | Pembinaan dan Pengawasan [jin Jasa Konstruksi 242.106.000,00
3 | Pengawasan Monitoring dan Evaluasi dalam 453.284.800,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang (IMB)

4 | Pemeliharaan dan Pemasangan Sarana Pengendalian | 807.652.000,00
Tata Ruang di Kabupaten Nunukan

5 | Kegiatan Percepatan Pembuatan IMB di Kabupaten 164.116.000,00
Nunukan (Pemutihan IMB)

6 | Pengawasan Reklame 191.310.000,00

Sumber :; diolah dari DPA SKPD DPUPRPKP
Dari Tabel di atas temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa pagu

kegiatan pembinaan dan pengawasan IUJK di Kabupaten Nunukan
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sebesar Rp. 242.106.000,00 cukup kecil jika dibandingkan dengan
pagu kegitan—kegitan yang ada di bidang penatataan ruang,
Berdasarkan hal tersebut Pelayanan IUJK sudah dianggaran
dalam APBD Kabupaten Nunukan, namun perlu mendapat perhatian
khusus dari pemerintah daerah mengenai hal — hal sebagai berikut
menyediakan dana perbaikan fasilitas website, mengadakan Sarana
seperti kendaraan untuk observasi dilapangan, menambah biaya
pengawasan dan koordinasi pelayanan IUJK. Dengan perhatian khusus
tersebut maka pelayanan JUJK dapat memberikan pelayanan yang bisa
diakses oleh masyarakat/pemohon dimana dan kapan pun serta
pengawasan dan koordinasi lebih mudah dilaksanakan melalui

penambahan anggaran sarana/prasanan Kegiatan pelayanan IUJK.

. Pembinaan dan Pengawasan

Temuan hasil penelitian bahwa pembinaan dan pengawasan
pelayanan IUJK sudah pemah di lakukan di Kabupaten Nunukan.
Sebagimana dengan hasil wawancara dengan Informan kedua
menyatakan bahwa “telah melaksanakan pembinaan bimbingan Teknis
Penanggungjawab Teknik (PJT) pada tahun 2017”. Hal ini sudah
sesaui dengan Perda nomor 41 Tahun 2003 tentang TUJK dijelaskan
bahwa pembinaan dilakukan terhadap masyarakat dengan cara :
memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa
konstruksi; memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan,
keamanan, keselamatan dan keschatan kerja, perlindungan kerja serta

tata lingkungan setempat; meningkatkan pemahaman dan kesadaran
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terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan
tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; memberikan kemudahan

peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut

serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan

kepentingan dan keselamatan umum.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang Undang No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan
publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan,
pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Namun bentuk pembinaan yang dilakukan hanya untuk badan
usaha yaitu seperti pelatihan dan observasi dilapangan sedangkan
pembinaan untuk petugas pelayanan yaitu peningkatan kapasitas
aparatur belum dilaksanakan, belum sesuai dengan Undang-Undang
nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi dijelaskan bahwa
Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa
Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan
kinetja setiap elemen, tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi di
bidang jasa konstruksi dilakukan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat jasa

konstruksi.
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Berdasarkan temuan tersebut disarankan kepada Tim Teknis
Kabupaten dapat melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan
kepada aparatur pelayanan IUJK guna peningkatan kapasitas aparatur,
melaksanakan monitoring serta melakukan rapat antar tim teknis setiap

triwulan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja tim teknis kabupaten.

f. Peran serta Masyarakat

Temuan hasil penelitian bahwa Peran serta Masyarakat dalam
memenuhi semua persyatatan pada saat pelayanan sudah cukup baik
namun belum aktif dalam pengawasan. Pengawasan yang dimaksud
adalah masyarakat dapat memberikan masukkan kepada Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa
Konstruksi sesui dengan UU no.2 tahun 2017 pada pasal 85 ayat 2.
Akibatnya Perda JUJK sejak tahun 2003 sampai sekarang belum
pernah ada perubahan atau revisi. Sebagaimana yang dikatakan oleh
Informan kedua bahwa : “pemohon belurn sepenuhnya memahami
persyaratan IUJK, disebabkan adanya aturan - aturan baru yang sudah
tidak sesuai dengan Perda nomor 41 tahun 2003 tentang JUJK™.

Minimnya peran serta masyarakat terhadap pengurusan IUJK di
karena masyarakat atau pemohon akan mengurus SIUJK jika akan
mengikuti felang atau tender yang merupakan persyaratan mutlak
yang harus di miliki oleh badan usaha. Sebagaimana yang dikatakan
oleh masyarakat : “[UJK merupakan persyaratan perijinan bagi badan
usaha yang bergerak dibidang konstruksi dan merupakan kewajiban

badan usaha untuk memiliki JUJK jika ingin mengikuti lelang atau
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tender”. Sementara dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017
tentang jasa Konstruksi pada pasal 3 dijelaskan bahwa Partisipasi
masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai
penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat jasa konstruksi, dan
pemanfaat hasil penyelenggaraan jasa konstruksi, maupun partisipasi
yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban
turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban
penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan temuan tersebut bahwa peran serta masyarakat dalam
pelayanan [UJK sudah cukup baik dalam melengkapi berkas
persyaratan. Namun peran serta masyarakat masih kurang dalam
melaksanakan  pengawasan untuk  menegakkan  ketertiban

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

b. Faktor pendukung dan Faktor penghambat yang mempengaruhi
Implementasi kebijakan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten

Nunukan

Walaupun kebijakan IUJK sudah dapat diimplementasikan dalam
pelayanan kepada masyarakat dengan penerbitan Sertifikat [zin Usaha Jasa
Konstruksi, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor
pendukung dan faktor Penghambat yang membuat proses pelayanan JUJK
tidak maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor

Internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan hal tersebut penelitian ingin
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melihat faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan
Izin Usaha Jasa Konstruksi (JUJK) di Kabupaten Nunukan.

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebnah
implementasi kebijakan. Terdapat empat faktor penghambat dan faktor
pendukung yang secara umum bersama-sama saling mempengaruhi
implementasi kebijakan yaitu kejelasan implementasi, sumber daya,
Karakter dan Komitmen dan struktur organisasi. Kempat faktor tersebut
dipakai peneliti dalam pembuktian implementasi kebijakan pelayanan izin
usaha jasa konstruksi (IUJK) di Kabupaten Nunukan.

a. Kejelasan

Kejelasan berhubungan dengan komunikasi yang diterima para
pelaksana kebijakan dan merupakan proses penyampaian informasi
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana
kebijakan (policy implementors) dimana kebijakan yang
dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsistensi.

Temuan hasil penelitian bahwa informasi yang diterima sudah
cukup jelas dan bagus sebagaimana hasil wawancara dengan informan
pertama menyatakan bahwa kejelasan terhadap kebijakan pelayanan
IUJK dapat dilihat dari tolak ukur SIUJK yang dihasilkan sampai saat
ini SIUJK yang terbit mencapai 211 sertifikat berdasarkan jumlah
pemohon yang melakukan registrasi belum berdasarkan Badan Usaha.
Untuk komunikasi dengan staf sudah sangat jelas karena dilakukan
secara berjenjang. Senada yang disampaikan oleh Informan ke dua

bahwa “...komunikasi ke staf dengan memberikan pengaraban dan
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petunjuk sesuai SPO dan tupoksi masing-masing staf” Hal ini
dijelaskan dengan pendapat Edward III (sebagaimana dikutip dalam
Agustino, 2014:151) mengungkapkan bahwa :
“ Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para
pelaksana kebijakan (street level bureuacrats) haruslah
jelas dan tidak membingungkan (tidak’
ambigu/mendua). Kejelasanpesan kebijakan tidak
selalu menghalangi implementasi, pada tatanan
tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas
dalam melaksanakan kebijakan™.
Kejelasan berarti kebijakan yang akan di transmisikan kepada
pelaksana dan sasaran kebijakan dapat di terima dengan jelas sehingga
mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan.
Sedangkan informasi kepada masyarakat disampaikan secara
langsung kepada pemohon baik yang dilakukan oleh Kasi maupun
petugas sbagaimana yang disampaikan oleh informan ke dua.
Informasi disampaikan secara berjenjang kepada staf dan secara
lansung kepada masyarakat yang datang untuk mengurus IUIJK.
Namun informasi yang disampaikan belum diketahui secara
keseluruhan masyarakat, yang menerima informasi hanya yang dating
saat pengurusan IUJK saja. sebagaimana yang dikwatirkan Lebih
lanjut Edward Tl (sebagaimana dikutip dajam Winarno, 2014:181)
menjelaskan bahwa :
“Dalam rangka mengurangi kadar ketidakjelasan
komunikasi kebijakan, maka jauh lebih baik jika
dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang
efektif. Semakin baik dikembangkan saluran-saluran
komunikast untuk meneruskan perintah-perintah

implementasi, maka semakin tinggi probabilitas
perintah-perintah ini diteruskan dengan benar”.
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Sementara hasil penelitian bahwa komunikasi berjalan cukup baik
antar organisasi dan aktivitas pelaksana dirasakan oleh dengan
Informan pertama dan informan keempat. Dari hasil wawancara
dengan informan pertama menyatakan bahwa “komunikasi intensif
dilakukan di setiap penerbitan baru, perpanjangan atau perubahan iujk
melalui permintaan rekomendasi secara rutin, Kualitasnya baik, bagus,
ekselenlah...” Sebagaimana disampaikan oleh informan keempat
diketahui bahwa komunikasi dilakukan secara bersama-sama oleh Tim
DPMPTSP dan DPUPRPKP melalui observasi dilapangan jika salahl
satu Tim berhalangan hadir maka observasi dilapangan akan ditunda.

Selanjutnya hubungan antar organisasi di lingkungan pemerintah
kabupaten dalam pelayanan iujk untuk itu diperlukan koordinasi dan
kerjasama antar instansi yaitu DPMPTSP denngan DPUPRPKYP. Hal
ini sesuai dengan ungkapan Van Meter dan Van Horn (Subarsono,
2005 : 99) bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
yaitu diperlukannya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi
keberhasilan suatu program. Semakin baik koordinasi dan komunikasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementast,
maka asumsinya tingkat kesalahan yang akan terjadi semakin kecil
dan begitu juga sebaliknya;

Berdasarkan uraian diatas temuan hasil penelitian terdapat
beberapa faktor pendukung tersebut adalah Surat Kepala DPMPTSP
Kabupaten Nunukan Nomor 257-DPMPTS/601.11/V1/2017; tanggal

19 juni 2017 tentang Permintaan personil untuk observasi lapangan
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izin usaha jasa konstruksi (IUJK) di Kecamatan Nunukan; Surat tugas
observasi lapangan nomor : 530/74/ST/DPMPTS-II; dan Berita Acara
Hasil Lapangan.

Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pelaksanaan
sosialisasi pelayanan IUJK yang ada sosialisai pelayanan secara
umum. Pelaksanaan sosialisasi pelayanan secara umum pun hanya
dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun, hal ini disebabkan anggaran
yang tersedia tidak mencukupi. Dengan demikian bisa diasumsikan
bahwa pihak masyarakat yang ada dikecamatan dan kelurahan/desa
belum memahami secara keseluruhan tentang pelaksanaan pelayanan

TUJK.

b. Sumber Daya

Sumber daya sangat mempengaruhi implementasi suatu
kebiajakan, implementasi cenderung tidak berjalan jika para pelaksana
kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk malakukan kebijakan.

1) Staf
Ketersediaan staf yang memadai serta memiliki keahlian
yang baik akan memudahkan pelaksanaan implementasi di
lapangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, staf
didefinsikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama
membantu seorang ketua dalam mengelola suatu pekerjaan.
Staf diartikan juga sebagai bagian dari organisasi yang tidak

mempunyai hak untuk memberikan perintah, namun
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mempunyai  kewajiban  untuk membantu  pimpinan,
memberikan masukan kepada pimpinan.

Davis dalam Sutarto (2006 : 182) menyebutkan bahwa
terdapat 6 kewajiban staff, yaitu penelitian; analisa fakta dan
informasi; interpretasi; rekomendasi termasuk perencanaan;
koordinasi membantu pengonirolan dan memperlancar,
membantu penyusunan dan pelaksanaan. Livingstone (Sutarto,
2006 : 182) menycbutkan ada 4 macam fungsi staf, yaitu
fungsi pengontrolan; fungsi pelayanan; fungsi nasihat,
penelitian dan interpretasi; dan fungsi koordinasi. Adapun
Spriegel (Sutarto, 2006 : 183) mengemukakan bahwa staf
memiliki 4 macam tugas, yakni tugas pengontrolan, tugas

pelayanan, tugas koordinasi dan nasihat.

Temuan hasil penelitian bahwa jumlah staf ASN belum
mencukupi secara pengisian personil yang dibutuhkan seperti
staf yang menangani verivikasi berkas masih staf di bidaﬁg
pelayanan secara umum dan staf observasi lapangan. Belum
tercukupnya jumlah ASN staf pelayanan IUJK, disebabkan
kegiatan teknis dilakukan langsung oleh kepala seksi karena
tidak memiliki staf ASN yang teknik. Sedang diketahui
observasi lapangan untuk pelayanan TUJK harus staf teknik,
dimana menyangkut kegiatan fisik BU. Hasil wawancara
dengan informan pertama menyatakan bahwa “Petugas

pelayanan TUJK membutuhkan staf teknik yaitu sebagai
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verifikasi berkas, observasi di lapangan dan yang menjalankan
SIPJAKI. Kegiatan IUJK langsung di lakukan oleh kepala
seksi”. Akibatnya waktu penyelesaian untuk rekomendasi di
dinas teknis terhambat. Sejalan dengan hal tersebut hasil
wawancara dengan informan pertama diketahui bahwa untuk
membantu kegiatan pelayanan IUJK maka dilibatkan pegawai
non ASN, karena jumlah tenaga staf ASN yang ditempatkan
pada pelayanan JUJK tidak ada. Hal tersebut tidak secjalan
dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) pada pasal 10 menyebutkan fungsi ASN
secbagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan
perekat pemersatu bangsa. Didalamnya tidak menyebutkan
Non ASN. Sedangkan untuk Jumlah idealnya sebenarnya tidak
ada stadisasi yang mengatur, tetapi untuk realita sebainya
minimal dua orang. Bisa bersamaan dalam melakukan
observasi lapangan di lokasi yang berbeda.

Jumlah staf pelayanan dilUJK pada DPUPRPKP hasil
dokumentasi diketahui 6 orang staf non ASN dengan
berpendidikan setara SMA, dan 1 orang ASN sekaligus
merangkap sebagai kepala seksi terlihat pada tabel 4.12.
Untuk pelayanan TUJK dibutuhkan tenaga tekmis yang
berpendidikan setara D3 atau S1 sipil/Arsitektur sebagaimana
hasil wawanvara dengan informan ke empat. Dukungan staf

sangat penting dalam pelaksanaan program-program pekerjaan
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implementasi sesuai yang dikemukan oleh Mazmanian dan
Sabatier (dalam Subarsono 2005: 94-99) bahwa “..diisamping
itu juga setiap program memerlukan dukungan staf untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta
memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.”

Sementara temuan kepekaan atau daya tanggap sumber
daya yang tersedia sudah mendukung proses implemtasi
kebijakan pelayanan IUJK dalam memberikan pelayanan
cukup memuaskan harapan masyarakat yang dilayani. Namun
belum optimal pada tahap peningkatan dan keahlian kepada
seluruh petugas yang ada diperoleh dari hasil wawancara
dengan informan pertama bahwa “kepekaan dan daya tanggap
kembali lagi kepada kapasitas kemampuan didalam memahami
teknis pelayanan iujk sejauh ini bagus. dari sesi struktural.
Tapi dipelaksananya yang secara teknis dan sudah terlatih itu
belum ada.”

Edward dalm Agustino (2014:151) bahwa *“ penambahan
jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi
dipertukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tigas yang
diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.”

Beberapa faktor pendukung dalam sumber daya ini adalah

jumlah pejabat Struktural sudah memenuhi sesuai dengan
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Perbup Nunukan Nomor 36 Tahun 2016 dan Perbup Nunukan
Nomor 39 Tahun 2016 serta kepekaan atau daya tanggap
sumber daya yang tersedia sudah cukup memuaskan harapan
masyarakat yang dilayani walaupun dengan kemampuan yang
terbatas.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini
adalah kurangnya tenaga teknis/staf yang berpendidikan
setara D3 atau S1 sipil/Arsitektur dan tingkat kemampuan
dan keahlian SDM berupa pelatihan dan keterampilan

masih rendah.

2) Fasilitas

Temuan hasil penelitian bahwa kétersediaan fasilitas sarana
prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan IUJK belum
terpenuhi semuanya dan belum memiliki printer, kendaraan
dan kantor yang masih sewa. Diketahui dari hasil wawancara
dengan informan pertama dan informan ke empat bahwa -
fasilitas yang disiapkan masih kurang seperti ketersediaan
printer untuk pembuatan rekomendasi, kendaraan untuk
peninjaun lapangan dan yang tidak kalah pentingnya
ketersediaan kantor yang cukup luas dalam memmjang
pelayanan.

Fasilitas fisik merupakan sumber-sumber penting dalam
implementasi sebagaimana di jelaskan oleh Edward dalam

winarno (2012:191) bahwa : “Seorang pelaksana mungkin
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mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang
harus dilakukan , dan mungkin mempunyai wewenang dalam
melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sacbagai kantor
untuk melakukan koordinasi, tanda perlengkapan, tanpa
pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang
direncanakan tidak akan berhasil”.

Selanjutnya masyarakat belum mudah dalam mendapatkan
system informasi berbasis internet. Hasil wawancara dengan
informan pertama diketahui “Jaringan Internet sangat kurang
dan cukup lambat di kabupaten nunukan, schingga untuk
mengases informasi tentang pelayanan sangat terbatas.”
Informasi pelayana berbasis internet int dapat memudahkan
masyarakat dalam mengurus izin dan melihat persyaratan, serta
waktu penyelesaian berkas dengan cepat. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Informan ke dua: “ Akses informasi pelayaan
berbasis internet, sangat penting. Agar pelayanan dalam
penerbitan izin dapat diselesaikan pada waktu yang
ditentukan.” Sementara informasi yang sudah terlibat berupa
struktur organisasi, alur. pelayanan. Informasi-informasi
tersebut disampaikan dalam bentuk spanduk, informasi, leaflat
dan banner.

Berdasarkan uraian diatas temuan hasil penelitian terdapat
faktor penghambat dalam faslitas sumber daya adalah tidak

adanya kantor DPMPTSP Kabupaten Nunukan, penyediaan




43400.pdf
122

fasilitas penunjang (kendaraan bermotor, printer) belum ada.
sehingga pada peninjauan di lapangan tidak maskimal dan
System informasi berbasis internet untuk pelayanan IUJK
belum ada sehingga proses perolehan informasi pelayanan
melalui online cukup terlambat.

Hal ini bertentangan dengan Zeitthaini, Parasuraman dan Berry
(1990) mengemukakan bahwa “Kinerja pelayanan publik yang
baitk dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya
fisik”. Dengan adanya kantor DPMPTSP yang tetap maka akan
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan
ketersediaan fasilitas penunjang pun akan memudahkan staf
dalam pelayanan dan melayani masyarakat serta
mempermudah masyarakat dalam memeperoleh informasi
melalui online dengan adanya system informasi berbasis

internet.

Karakter dan Komitmen

Temuan hasil penelitian bahwa pihak eksekutif manpun legislative
sangat mendukung implementasi kebijakan pelayanan IUJK di
Kabupaten Nunukan. Eksekutif dalam hal ini Bupati wajib
mendukung karena sudah ditetapkan dalam UU 23 tahun 2014 dan
pihak llegislativc mendukung dalam pembentukan perda atau
perubahan perda IUJK. Sebagamana hasil wawancara dengan
informan pertama menyatakan bahwa “Sedangkan dukungan

eksekutif.. kalau pejabat-pejabat yang diatas tentunya memberikan
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dukungan apalagi seperti bupati. Bupati kan dibatasi dengan UU 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana bupati wajib
memberikan layanan ahh...sudah diatur didalam pasal 350.”

Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle,
1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang
memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui
aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan (policy stakeholder). Untuk mewujudkan suatu
kebijakan publik yang ditentukan, maka kebijakan yang dimaksud
harus diimplementasikan. Karena kebijakan yang tidak
diimplementasikan sama halnya sebagai sebuah dokumen yang tidak
bermakna dan hanya sebagai hiasan saja. Banyak kebijakan yang baik
yang telah dibuat oleh pemerintah, ternyata tidak mempunyai
pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat karena tidak bisa
diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya
(Nugrcho, 2008).

Selanjutnya hasil temuan bahwa petugas diberikan insentif dan
namun besarannya belum sesuai dengan beban kerja. Intensif yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian atas tambahan
penghasilan diluar gaji. Sebgaimana disampaikan oleh informan ke
lima bahwa : “saya mencrima insentif sebagai pelaksana verivikasi
dan sebagai pelaksana observasi lapangan.” namun insentif tersebut

tidak sesuai dengan beban kerja terutama saat kelapangan. Observasi
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ke lapangan saya harus menggunakan kendaraan sendiri dan terkadang
dalam sebulan ada 2 lokasi yang harus dikunjungi jadi menurut saya
belum sesuai dengan beban kerja.” Hal ini sejalan dengan Surat
Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor 188.45/92/1/2017 Tentang
Pembentukan Tim Kerja Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2017 dengan besaran dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14 Insentif Personil Tim Kerja Teknis Perizinan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No Nama Jabatan Dalam Tim Honorarium
1 | Kepala DPMPTSP Ketua 300.000 x 10 bulan
Bidang Perizinan Usaha
Sub Seksi Perizinan Industri dan Perdagangan
2 | Kepala Bidang Koordinator 350.000 x 7 bulan

Perizinan Usaha Pelaksana Validasi

Sub Seksi Perizinan Konstruksi dan Periwisata

Kepala Bidang Koordinator
Perizinan Usaha Pelaksana Validasi

3 | Kepala Seksi Pelaksana Verifikasi | 300.000 x 10 bulan
Perizinan Pelaksana Observasi | 100.000/bulan
Konstruksi dan Lapangan
Periwisata

Unsur Bidang tata | Pelaksana Observasi | 100.000/bulan
ruang DPUPRPKP | Lapangan

Sumber : diolah dari SK Bupati Nomor 188.45/92/1/2017

Pemberian Intensif ini bertujuan penyelengara/petugas dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawan sesaut
yang dikatakan oleh Edward ITI (dalam Subarsono, 2005 :91), insentif
merupakan salah satu teknik yang di sarankan untuk mengatasi
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian

penghargaan, baik uang atau yang lainnya.
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Dari hasil penelitian dalam hubungan Karakter dan Komitmen
yang menjadi pendukung adalah adanya dukungan pihak eksekutif
maupun legislative baik dalam bentuk perda dan pelayanan perizinan
IUJK. Hubungan yang baik antara legislatif dan eksekutif mampn
menciptakan terserapnya aspirasi dari berbagai ragam kepentingan
dalam penetapan perda pelayanan [UJK.

Dan faktor yang menjadi penghambat adalah tidak ada standarisasi
besaran honorarium berdasarkan dengan jumlah tugas yang
dilaksanakan sehingga sangat berpengarub terhadap peningkatan

kualitas yang baik pekerjaan dilapangan dalam pelayanan IUJK.

Struktur Birokrasi

Salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan publik adalah stuktur birokrasi. Struktur
birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan (mekanisme
dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung
jawab). Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan
yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber
daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politikk dengan jalan
melakukan koordinasi dengan baik.

(Sumber:  htip://rintosusantotempirai. blogspot.co.id/2014/10/teori-
implementasi-kebijakan-publik html).
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Aspek-aspek struktur yang paling dasar dari suatu organisasi adalah
prosedur-prosedur kerja yang standar atau sering kita kenal dengan
istilah standard operating procedures (SOP)

Temuan hasil penelitian bahwa SOP sudah ada namun belum

adanya pengesahan lebih lanjut dar petugas teknis belum ditempatkan
pada dinas pelayanan satu atap schingga melebihi waktu yang
ditetapkan dalam menyelesaikan pelayanan IUJK. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan kelima menyatakan bahwa “...terkendala
proses pengurusannya dilaksanakan dua tempat instansi tidak
dilaksanakan pada kantor palayanan satu pintu.”
Edward III dalam Subarsono (2005:91) menyatakan bahwa SOP
merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu,
sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja
yang kompleks dan luas. Kepastian waktu sangat penting dalam SOP
dan organisasi yang komplesks dan luas akan memudahkan dalam
proses pelayanan IUJK.

SOP pelyanan IUJK dipergunakan oleh tim dalam melaksanakan
rutinitas pelayanan IUJK sebagaimana yang dikatakan Edward III
dalam Agustino (2014:153) bahwa “Standar Operating Prosedures
(SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para
pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar

yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan” Sesuai
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dengan hasil dokumentasi ditemukan SOP Pelayanan IUJK dan
dokumen surat Notulen Rapat pada tanggal 5 september 2017.
Selanjutnya temuan hasil penelitian bahwa standar pelayanan
IUJK sudah ada namun masih ada masyarakat belum mengetahui
secara jelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan pertama
bahwa “didalam SP tersebut sangat jelas proses pelayanan yang
dilaksanakan dan masa waktu yang harus diselesaikan.”. Hasil
Observasi peneliti di temukan SP IUJK dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
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&
Tabel 4.15 Standar Pelayanan IUJK
Aktivitas | Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
14 Hari
1 Mengajukan berkas permohonan Izin Usaha Jasa 1. Mengisi Formulir Permohonan 0.00 Berkas
Konstruksi (IUJK) sesuai persyaratan yang ditentukan, 2. Fotocopy Akta Pendirian BUJK Permohonan
3. Fotocopy SBU yang telah di registrasi
LPJK
4. Fotocopy SKA atau SKT yang telah
diregistrasi LPJK
5. Fotocopy Kartu PIT dan Surat Pernyatan
Pengikatan diri Tenaga Ahli/Teranpil dengan
Penanggung Jawab Utama Badan Usaha.
6. Izin Gangguan
Menerima berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi | Formulir Permohonan dan Dokumen sesuai 0.07 Berkas
(IUJK), memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, Persyaratan persyaratan Izin
memberikan status permohonan telah selesai dilakukan sesuai ketentuan
penelitian administratif dan meneruskan ke Kasi Verifikasi dan Bukti Tanda
Data dan Pengaduan (Koordinator Front Office). Registrasi Izin
Melakukan verifikasi pengujian kelengkapan berkas Formulir Permohonan dan Dokumen sesuai 0.07 Check list hasil
permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan memutuskan Persyaratan verifikasi
status permohonan dengan ketentuan : persyaratan,
tanda terima
berkas dan/atau

surat penolakan
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Lanjutan Tabel 4.15
a. Jika permohonan ditolak atau perbaikan maka

dibuatkan surat penolakan atau perbaikan permohonan

dan disampaikan kepada Pelaksana Front Office untuk

diteruskan kepada Pemohon.
b. Jika permohonan diputuskan telah lengkap dan benar

secara administratif maka dibuatkan tanda terima berkas

permohonan dan disampaikan kepada Pelaksana Front

Office untuk diteruskan kepada Pemohon.
¢. Jika permohonan diputuskan telah lengkap dan benar

secara administratif maka berkas permohonan

diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan

Parjwisata.
Menyiapkan administrasi dan melaksanakan observasi Formulir Permohonan,Dokumen sesuai 2.00 Berita Acara
lapangan bersama pelaksana observasi lapangan dan Persyaratan, dan BA Peninjauan Lapangan Hasil Observasi
Pelaksana Kajian Teknis dari OPD teknis terkait. Lapangan
Memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis | Formulir Permohonan,Dokumen sesuai 5.00 Rekomendasi
OPD terkait. Persyaratan, dan BA Peninjauan Lapangan Teknis
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Lanjutan Tabel 4.15
Melakukan verifikasi berkas melalui pengujian kesesuaian | Formulir Permohonan,Dokumen sesuai 0.14 Berkas
data dan keterangan dalam berkas permohonan izin, Berita | Persyaratan, BA Peninjauan Lapangan dan permohonan
Acara Hasil Observasi Lapangan, dan rekomendasi teknis Rekomendasi izin, BA. HOL
OPD terkait ,serta memberikan pertimbangan apakah dan
permohonan dapat diproses ke tahap selanjutnya atau ditolak Rekomendasi
/ dilakukan perbaikan dan disampaikan kepada kabid Teknis yang
Perizinan Usaha. telah di
verifikasi dan
atau draft Surat
Penolakan
Melakukan validasi atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh | Berkas Perizinan yang telah diverifikasi 0.14 Berkas
Kasi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Pariwisata melalui permohonan
pengujian kesesuaian permohonan izin dengan peraturan izin dan
perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan status Pertimbangan
permohonan dan pertimbangan atas hasil validasi apakah terhadap status
permohonan dapat diproses ke tahap selanjutnya atau ditolak permohonan
/ dilakukan perbaikan dan disampaikan kepada Kepala izin, dan atau
Dinas. draft Surat
Penolakan
Untuk berkas dan kelengkapan dokumen permohonan izin | Berkas Perizinan yang telah di verifikasi dan 0.14 Draft Izin/draft

yang dinyatakan valid oleh Kabid PU, selanjutnya dilakukan
pencetakan draf izin,

divalidasi serta Draft Izin/draft Surat
Penolakan

Surat Penolakan
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Lanjutan Tabel 4.15
9 Pengajuan dan pengecekan draf izin (protap) secara Berkas Perizinan yang telah di verifikasi dan 0.14 Draft Izin /draft
berjenjang. divalidasi serta Draft Izin/draft Surat Surat Penolakan
Penolakan berprotap Kasi berprotap Kasi
dan Kabid

10 Melakukan pemeriksaan akhir betkas dan kelengkapan Berkas Perizinan yang telah di verifikasi dan 2,00 Izin atau Surat
dokumen permohonan izin dengan memperhatikan divalidasi serta Draft Izin/draft Surat Penolakan yang
pertimbangan hasil validasi Kabid PU, kemudian Penolakan berprotap Kasi dan Kabid dittd Kadis
memutuskan untuk menandatangani atau menolak izin /
dilakukan perbaikan data permohonan,

11 Jika permohonan diputuskan ditolak oleh Kepala Dinas, Berkas Perizinan yang telah di verifikasi dan 0.00 Surat Penolakan
maka diterbitkan Surat Penolakan dan disampaikan kepada | divalidasi serta Draft Izin/draft Surat yang dittd Kadis
Kasi Perizinan Konstruksi dan Pariwisata untuk penomoran | Penolakan berprotap Kasi dan Kabid -
register Surat Penolakan, yang kemudian diteruskan kepada
Pelaksana Informasi dan Pengaduan untuk diserahkan
kepada Pemohon.

12 Jika permohonan diputuskan ditandatangani oleh Kepala Berkas Perizinan yang telah di verifikasi dan 0.07 Izin yang telah
Dinas, maka selanjutnya diserahkan kepada Kabid Perizinan | divalidasi serta Draft Izin berprotap Kasi dan dittd Kadis

Usaha dan selanjutnya kepada Kasi Perizinan Konstruksi
dan Pariwisata untuk dilakukan dilakukan register kendali
mandiri.

Kabid
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Lanjutan Tabel 4.15

13 Setelah dilakukan register kendali mandiri oleh Kabid dan | Surat Izin berprotap dan Surat Izin yang telah 0.07 Izin yang telah
Kasi, kemudian diberikan nomor / register dokumen izin dan | ditandatangani Kadis ditandatangani
selanjutnya Berkas Permohonan beserta Surat Izin Kadis
diserahkan ke Pelaksana Informasi dan Pengaduan.

14 Berkas Permohonan dan Surat Izin berprotap yang telah Surat Izin berprotap dan Surat Izin yang telah 0.07 Berkas
diterima diserahkan kepada Kasi Pengolahan Data selaku ditandatangani Kadis Permohonan,
Penanggungjawab Pelaksana Pengelola Arsip, dan Surat Izin
selanjutnya Surat Izin diserahkan kepada Pemohon. berprotap, dan

Surat Jzin yang
telah dittd Kadis

15 Penyerahan surat penolakan kepada Pemohon. Surat Penolakan 0.14 Surat Penolakan

yang dittd Kadis
dan teregister

16 Penyerahan Dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Izin yang sudah di tandatangani Kadis dan 0.14 Izin yang sudah
Pemohon. teregister di tandatangani

Kadis dan
teregister

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nunukan
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Berdasarkan uraian diatas temuan hasil penelitian bahwa dalam
struktur birokrasi yang menjadi pendukung adalah SOP yang telah ada
namun masyarakat belum mengetahui secara jelas. Oleh sebab itu
disarankan kepada pemerintah kabupaten nunukan sebagai berikut :

1) Mengupdate Informasi kepada masyarakat SP yang ditetapkan
melalui media masa/elekironik maupun lewat brosur, spanduk,
banner, sticker, leaflat dan baliho.

2) Meningkatkan kapasitas petugas/aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan keterampilan.

Faktor yang menjadi penghambat adalah agar proses pelayanan

dapat berjalan sesuai dengan SOP pengunaaan waktu sebaiknya
menempatkan salah satu tim teknis SKPD di kantor DPMPTSP, SOP

pelayanan IUJK dapat dilihat pada lampiran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi
kebijakan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (JUJK) di Kabupaten
Nunukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

1. Implementasi kebijakan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di

Kabupaten Nunukan belum optimal. Disebabkan hal-hal sebagai berikut :

.a. Ruang Lingkup pelayanan IUJK di kabupaten Nunukan sudah mencakup
ruang lingkup IUJK namun muatan-muatan didalam Perda kabupaten
Nunukan nomor 41 tahun 2003 tentang IUJK belum dapat memenuhi
tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan
penyelenggaraan jasa konstruksi dimana masih memuat tentang retribusi
penentukan klasifikasi belum spesifik

b. Tujuan penyelenggaraan [UJK di kabupaten Nunukan berdampak pada
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuat dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan nomor 17 tahun 2015.

c. Persyaratan pelayanan IUJK sudah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan keputusan yang ada.
Namun pada jumlah dan pendidikan staf belum sesuai.

d. Pembiayaan pelayanan TUJK di Kabupaten Nunukan sudah dialokasikan
dalam APBD Kabupaten Nunukan, namun perlu mendapat perhatian

khusus dari pemerintah daerah mengenai hal — hal sebagai berikut
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menyediakan dana perbaikan fasilitas website, mengadakan Sarana
seperti kendaraan untuk observasi dilapangan, menambah biaya
pengawasan dan koordinasi pelayanan IUJK, dan anggaran sarana dan
prasanan masih minim.

e. Pembinaan dan pengawasan untuk staf belum pernah dilakukan oleh tim
teknis.

f. Selanjutnya peran serta masyarakat masih kurang dalam melaksanakan

pengawasan.

. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi
Implementasi kebijakan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten
Nunukan adalah sebagai berikut
a. Faktor pendukung meliputi :

1) Sumber Daya staf yang tersedia sudah memenuhi berdasarkan
struktur jabatan sesuai dengan Perbup Nunukan Nomor 36 Tahun
2016 dan Perbup Nunukan Nomor 39 Tahun 2016 serta kepekaan
atau daya tanggap sumber daya yang tersedia sudah cukup
memuaskan harapan masyarakat yang dilayani walaupun dengan
kemampuan yang terbatas.

2) Berkaitan dengan karakter dan komitmen yaitu hubungan yang baik
antara legislatif dan eksekutif mampu menciptakan terserapnya
aspirasi dari berbagai ragam kepentingan dalam penetapan perda
pelayanan TUJK.

3) Selanjutnya Struktur Birokrasi faktor pendukungnya adalah SOP

pelayanan IUJK yang telah ada namun belum pengesahan.
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b. Faktor penghambat meliputi :

1)

2)

3)

Kurangnya sosialisasi tentang kejelasan informasi, sosialisasi pada
tingkat kecamatan hanya dilakukan sekali setahun, hal ini
mengakibatkan pihak masyarakat yang ada dikecamatan dan
kelurahan/desa belum memahami secara keseluruvhan tentang
pelaksanaan pelayanan [UJK.

Selanjutnya Sumber daya yang tersedia dari segi jumlah staf masih
kurang yaitu tenaga teknis/staf yang berpendidikan setara D3/S1
sipil/Arsitektur untuk observasi dilapangan menyangkut kegiatan
fisik BU dan tingkat kemampuan dan keahlian SDM berupa
pelatihan dan keterampilan masih rendah. Fasilitas sumber daya pun
menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan publik yaitu
belum adanya gedung kantor DPMPTSP schingga menghambat
masyarakat dalam pelayanan dikarenakan tidak ada alamat yang
tepat serta penyediaan fasilitas penunjang (kendaraan bermotor,
printer) belum ada. sehingga pada peninjavan di lapangan tidak
maskimal.

Berkaitan dengan karakter dan komitmen penghambatnya adalah
belum ada standarisasi besaran honorarium berdasarkan dengan
jumlah tugas yang dilaksanakan sehingga sangat berpengaruh
terhadap peningkatan kualitas yang baik pekerjaan dilapangan dalam

pelayanan IUJK.
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4) Untuk Struktur Birokrasi faktor penghambatnya adalah SOP
pelayanan dalam ketepatan waktu belum optimal karena tidak ada

penempatan salah satu staf tim teknis SKPD di kantor DPMPTSP.

B. Saran
1. Untuk implementasi kebijakan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

(IUJK) di Kabupaten Nunukan

a. Mengusulkan kepada pemerintah kabupaten nunukan untuk melakukan
revisi/perubahan Perda kabupaten Nunukan nomor 41 tahun 2003
tentang IUJK yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada saat ini.

b. Penambahan staf ASN di bidang pelayanan IUJK

c¢. Mengusulkan peningkatan anggaran penunjang pelayanan IUJK
sechingga dapat mengakomodir perbaikan fasilitas website, pengadaan
dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas dan
sosialisasi (pembinaan dan pengawasan) pelayanan tingkat kecamatan

maupun kabupaten.

2. Selanjutnya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi
Implementasi kebijakan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten
Nunukan

a. Melaksanakan sosialisasi di bidang pelayanan JUJK minimal 2 kali
setahun

b. Mengupayakan pembangun kantor DPMPTSP dan menyiapkan
fasilitas penunjang kegiatan Pelayanan IUJK dengan mengusulkan

pada APBD Kabupeten Nunukan.
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. Penempatan staf teknis yang berpendidikan minimal D3 sipil/arsitektur
. Mengusulkan tenaga teknis/staf yang berpendidikan setara D3 atau S1
sipil/Arsitektur yang terlatih dan memiliki keterampilan.

. Mengusulkan kepada Tim Penyusun standar harga barang dan jasa
kabupaten nunukan agar honorarium berdasarkan dengan jumlah tugas
yang dilaksanakan.

Penempatan salah satu staf tim teknis SKPD di kantor DPMPTSP agar

memucdahkan pelayanan.
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JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DI
KABUPATEN NUNUKAN

A. Implementasi Kebijakan ITUJK
1.

Apakah pelayanan IUJK diKabupaten Nunukan sudah melaksanakan
pelayanan dibidang perizinan?

Apakah penyelengaraann IUJK dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat di kabupaten Nunukan?

Apakah petugas memberikan jaminan tepat waktu, tepat biaya, dan
jaminan legalitas? '

Apakah persyaratan dalam pelayanan IUJK di Kabuapten Nunukan sudah
cukup jelas?

Bagaimanakah peran pemerintah dalam pembiayaan pelaksanaan
pelayanan IUYK! apakah biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)?

Bagaimanakah bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan
IUJK di kabupaten Nunukan?

Apakah masyarakat berperan aktif dalam memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan?

B. Faktor penghambat dan faktor pendukung

1.

Kejelasan

- Sejauh mana kejelasan komunikasi implementasi kebijakan dalam
menunjang keberhasilan pelayanan ITUJIK?

- Menurat Bapak/ibu, sudah sejauhmana tingkat komunikasi yang
dilakukan oleh instansi teknis khususnya Dinas Penataan mmang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam menunjang implementasi
kebijakan TUIK 2 ....coriceiviiinnnnen Tolong dijelaskan
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2. Sumber Daya

Menurut Bapak/ibu, apakah sumber daya yang tersedia sudah
mendukung proses implementasi kebijakan Pelayanan IUJK?.........
Tolong Jelaskan

Menurut Bapak/ibu, sejauh mana kepekaan atau daya tanggap aparat
pada Kantor yang Bapak/Ibu pimpin dalam memberikan pelayanan
pengurusan  [UJK sehingga dapat memenuhi harapan
m@amkaﬁkonsumen yang dilayani? ..o,
Menurut Bapak/ibu, apakah sarana dan prasarana (fasilitas) yang
dibutuhkan dalam pelayanan JUJK sudah memadai atau belum ? ......
Tolong dijelaskan

3. Karakter dan Komitmen

Menurut Bapak/ibu, seberapa besar dukungan politik yang diberikan,
oleh pihak eksekutif maupun legisiative dalam implementasi
kebijakan pelayanan IUJK di Kabupaten Nunukan?...................
Tolong Bapak/Ibu jelaskan bagaimana bentuk dukungan yang
diberikan oleh pihak-pihak tersebut ................

Menurut Bapak/ibu, apakah ada diberikan insentif dan sudah
sesuaikah dengan beban ketja............. Tolong jelaskan ........

4, Stuktur Birokrasi

Menurut Bapak/ibu, apakah SOP pelayanan IUJK telah ada?...... Jika
ada apakah saja kendala dalam pelaksanaan SOP terscbut...
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MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA

INDIKATOR/
DIMENSI

HASIL WAWANCARA

A. Implementasi Kebijakan TUJK

» Ruang Lingkup

- Pelayanan IUJK diKabupaten Nunukan sudah
melaksanakan pelayanan dibidang perizinan?

» Informan Pertama

“saya jelaskan terlebih dahulu tentang tentang TUJK.
Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Izin untuk
melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang di
terbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan di Kabupaten
Nunukan Perda IUJK sudah ada yaitu perda nomor 41
tahun 2003. Jadi betul IUJK sudah melaksanan
pelayanan dibidang perizinan jasa konstruksi yaitu
pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan”.

Informan Kedua

“Ruang lingkup IUJK sudah jelas tertuang didalam
perda nomor 41 tahun 2003 tentang IUJK yaitu
tentang pelayanan perizinan pada pekerjaan
perencanaan, pengawasan dan pekerjaan konstruksi.
Hanya saja... Perda tersebut sudah sangat lama
diterbitkan yaitu 14 tahun yang lalu. Muatan-muatan
didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan
saat ini...aturan-aturan contohnya peraturan menteri
pekerjaan umum nomor 04/PRT/M/2011 tentang
pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa
‘konstruksi nasional...juga Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.”

Informan Ketiga

“klo ruang lingkup IUJK adalah perencanaan,
pelaksanaan dan pengawsan dibidang perizinan.
Perusahaan saya adalah bagian dari pelaksana atau
kontraktor....sebagai kontraktor saya melaksanakan
pekerjaan fisik dilapangan dan wajib memiliki IUJK.
Karena IUJK adalah Izin dalam melaksakan kegiatan
konstruksi. Tapi tentang perda IUJK yang di maksud
saya belum pernah lihat, saya pun tahu baru
sekarang.”
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» Tujuan

- Apakah penyelengaraann TUJK dapat
meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada
masyarakat di kabupaten Nunukan?

» Informan Pertama

“Perda IUJK terbit pada tahun 2003 dan Perbup nomor
26 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan
Bupati Nunukan nomor 7 tahun 2012 tentang
pendelegasian pelayanan perizinan dan Nonperizinan
Badan koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan
terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan tahun 2012 dan ganti menjadi Peraturan
Bupati Nunukan nomor 17 tabun 2015 tentang
pendelegasian wewenang bupati dalam
pencyelenggaraan  pelayanan  perizinan  dan
Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan juga UU no 2 tahun 2017 tentang jasa
konstruksi...Masyarakat cukup datang di tempat front
office menyerahkan berkas pemohon dan menunggu
hasil verikasi jika sudah tidak ada kekurangan maka
akan langsung melakukan observasi lapangan
selanjutnya penerbitan JUJK. penyelengaraann JUJK
dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat semenjak di terbitkannya peraturan bupati
tersebut”.
Informan Kedua
“Penyelengaraan TUJK dikabupaten nunukan sudah
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat™.
Informan Masyarakat
“pagi.... Saya adalah kontraktor diluar kabupaten
Nunukan, menurut saya kualitas pelayanan kepada
saya sebenarnya ada, hanya belum kelihatan betul.
Perlu ada peningkatan lagi, seperti sarana dan
prasanan masih kurang dan waktu peneyelesaian
penerbitan TUJK masih cukup lama saya harus bolak-
balik ke kabupaten dalam pengurusannya”.
- Apakah petugas memberikan jaminan tepat waktu,
tepat biaya, dan jaminan legalitas?
Informan Ketiga
“SOP pelayanan IUJK sebenarnya sudah sangat jelas
tentang ketepatan waktu. Penyelesaian IUJKdi
laksanakan selama 14 hari dengan ketentuan berkas
yang dilampiran pemohon sudah lengkap dan
memberikan alamat yang tepat saat kunjungan
lapangan serta Tim teknis juga Pejabat yang
bertandatangan ada ditempat. Sedangkan untuk biaya
sekarang sudah tidak ada pemungutan khusus pada
pelayaan IUJK. Walaupun didalam Perda nomor 41
tahun 2003 tentang IUJK masih diatur. Mengenai
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Legalitas setiap pelayanan yang kami lakukan
berdasarkan aturan yang ada”.

Informan kedua

“Setelah Tim melakukan observasi dilapangan, maka
DPUPRPKP akan melakukan analisis terhadap hasil
peninjauan, jika sudah sesuai maka akan rekomendasi
akan segera diterbitkan. Retribusi IUJK yang ada pada
perda JUJK sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan
sekarang seperti pada UU 28 Tahun 2009 tentang
retribusi. Untuk penerbitan kartu PJT belum dijelaskan
dalam SOP apakah ada biaya atau tidak, sedang
diketahui selama ini kartu PIT hanya dibuatkan dalam
proses pada penerbitan rekomendasi.”

» Persyaratan

- Cara petugas melayani pemohon dengan sikap
ramah, sikap sopan santun, dan tidak diskriminatif.
Informan Kelima
“Cara kami melayani masyarakat selalu adil dan sopan
tidak diskriminatif. Kami dalam pelayanan selalu
berusaha memberikan yang terbaik kepada pemohon,
tidak membeda-bedakan antara Kkeluarga pejabat
ataupun bukan perlakvan yang sama untuk semna
pemohon, pemohon yang pertama yang kami layani
terlebih dahulu sesuai dengan urutan daftar registrasi”.
Informan Keempat

“Semenjak awal 2017 saya di layanan perizinan
khususnya di IUJK, sikap petugas selalu ramah,
sopan, adil dan tidak diskriminatif. Petugas akan
menyapa atau membatu masyarakat jika ada yang
kurang dipahami”.
Informan Masyarakat
“ya.merecka ramah dan selalu tersenyum... sikap
petugas sopan mereka tidak membeda-bedakan. Kami
dianggap sebagai teman dan saling menghagai juga
menghormati.”
- Pelaksanaan teknis di Kabupaten nunukan adalah
ASN
Informan Kedua
“Pelaksana teknis untuk pelayanan [UJK pada
DPUPRPKP adalah seorang ASN merangkap tugas
sebagai kepala seksi, untuk layanan IUJK belum
mempunyai staf ASN tetapi staf honorer ada. Tugas
DPUPRKPK bersama tim dari DPMPTSP melakukan
peninjanan lapangan dan selanjutnya menganalisis
teknis hasil penijauan berkaitan dengan teknis lalu
penerbitan rekomendasi”.
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» Informan Ketiga

“Saya adalah koordinator petugas pelaksana validasi,
pelaksana verifikasi 1 orang, ! orang petugas kajian
teknis, 1 orang petugas pelaksanan observasi lapangan
dan petugas pelaksana administrasi ada 1 orang”...
Tetapi petugas di front office penerima berkas adalah
NON ASN dikarenakan kekurangan tenaga ASN™.

» Pembiayaan

- Peran pemerintah dalam pembiayaan pelaksanaan
pelayanan ITUJK

Informan Keempat

“kalau dikantor saya ada kegiatan pembinaan dan

pengawsan IUJK, tapi tidak mewakili kegiatan

pelayanan IUJK itu sendiri. Mengingat wilayah

kabupaten nunukan cukup luas yang terdiri tiga bagian

yaitu pulau nunukan, pulau sebatik dan daratan

Kalimantan. Jadi belum bisa mencakup beberapa

kecamatan yang ada”.

Informan Kelima

“Kegiatan Pelayanan IUJK ada di Dinas kami yaitu

Kegiatan fasilitasi pelayanan perizinan industri dan

perdagangan. Kegiatan tersebut tidak menunjang 100

% kegiatan IUJK karena ada pelayanan perdagangan

didalamnya”.

» Pembinaan dan
Pengawasan

- Perlaksana pembinaan dan pengawasan terhadap
pelayanan IUJK di kabupaten Nunukan

Informan Pertama

“Observasi dilapangan adalah bagian dari pembinaan

dan pengawasan kepada pemohon/masyarakat

terhadap badan usaha baru, perubahan ataupun

perpanjangan, dan setiap tahun di kecamatan

melakukan pembinaan tata cara seluruh pelayanan

yang ada di kabupaten Nunukan”.

Informan Kedua

“Sudah pernzh telaksana pembinaan dan pengawasan

TUJK. Tahun 2017 DPUPRPKP bekerjasama dengan

Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin

melakukan pembinaan kepada Badan Usaha yaitu

Bimbingan Teknis Penanggungjawab Teknik (PJT)

yang dilaksanakan selama 3 hari dan dihadiri oleh 40

peserta Badan Usaha, dan Pengawsannya kunjungan

dilapangan bersama tim teknis saat observasi

dilapangan™.

Informan Ketiga

“Saya bersama temen-teman kontraktor dan konsultan

mengikuti kegiatan Bimtek Penangungjawab teknik

badan usaha (PJT-BU) yang dilaksanakan oleh
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DPUPRPKP selama 3 hari yaitu pada tanggal 16 mei
sampai dengan 18 mei 2017 di hotel lenfin kecamatan
nunukan... kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi
saya, dan menambah wawasan saya tentang PJT BU
tersebut”.

» Peran serta
Masyarakat

- Berperan aktif dalam memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan?

Informan Kedua

“pemohon belum sepenuhnya memahami persyaratan

IUJK, disebabkan adanya aturan - aturan baru yang

sudah tidak sesuai dengan Perda nomor 41 tahun 2003

tentang JUJK™.

B. Faktor penghambat dan faktor pendukung

» Kejelasan

- Informasi yang diterima sudah cukup jelas atau
tidak

> Informan Pertama

“Saya lihat dari pembentukan usahannya sudah
lumayan bagus dikabupaten Nunukan, dapat dilihat
dari tolak ukur prodak yang dihasilkan sampai saat ini
dari tahun 2014-2016 sudah 211 SIUJK yang terbit
berdasarkan pemohon belum mencerminkan badan
usaha. Dari dasar hukum sudah bisa diterima oleh
pemohon, karena [UJK ini bersifat nasional. Muatan-
muatan standar pengaturan secara nasional jadi agak
mudah menyampaikan kepada pemohon. Untuk
komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan
dan petunjuk sesuai SPO dan tupoksi masing-masing
staf Komikasi mampu dilakukan”.

Informan kedua

“Komunikasi yang dilakukan antar tim teknis sudah
berjalan bagus, untuk komunikasi ke staf dengan
memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai SPO dan
fupoksi masing-masing staf. Sedangkan informasi
kepada masyarakat disampaikan secara langsung
kepada pemohon baik yang dilakukan oleh Kasi
maupun petugas”.

Informan kelima

“Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang)
menyampaikan berkas pemohon IUJK yang telah
lengkap dan siap untuk peninjauan lapangan. Setelah
hasil verifikasi dilapangan sesuai dilanjutkan dengan
penerbitan rekomendasi oleh dinas tekmis. Untuk
komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan
dan petunjuk sesuai tupoksi masing-masing staf dan
membuat surat rekomendasi penerbitan TUJK™
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- Komunikasi antar organisasi dan aktivitas
pelaksana
» Informan pertama

“komunikasi intensif dilakukan di setiap penerbitan
baru, perpanjangan atau perubahan iujk melalui
permintaan rekomendasi secara rutin. Kualitasnya
baik, bagus, ekselenlah....Komunikasi dilakukan
dengan turun kelapangan dengan tim teknis
melakukan observasi lapangan dengan instansi terkait,
lahirnya berita acara”.

» Informan keempat
“Tim Teknis selalu berkomunikasi secara intensif.
Setelah berkas pemohonan telah lengkap, tim teknis
DPMPTSP maupun DPUPRPKP akan melakukan
Observasi dilapangan secara bersama-sama jika salah
satu tim baik itu dari DPMPTSP atau DPUPRPKP
tidak ada maka observasi tidakakan dilakukan.”

> Informan masyarakat
“...terkadang kami telah menerima informasi akan
dilakukan observasi dilapangan dan telah siap, namun
salah satu anggota TIM IUJK katanya tidak hadir,
maka observasi dilapangan batal. Namun jika mereka.
lengkap observasi segera dilaksanakan®™.

» Sumber Daya = Staf

- Ketersediaan staff untuk mendukung proses
implemtasi kebijakan pelayanan [UJK

» Informan pertama
“Jujurnya belum, mapingnya beium. Secara struktural
sudah memenuhi sudah ada kepala bidang dan kepala
seksi, sedangkan secara staf masih kurang. Petugas
pelayanan IUJK membutuhkan staf teknik yaitu
sebagai verifikasi berkas, observasi di lapangan dan
yang menjalankan SIPJAKI. Kegiatan TUJK langsung
di lakukan oleh kepala seksi™.

» Informan kedua
“Staf ASN untuk pelayanan IUJK tidak ada, segala
kegiatan dilaksanakan oleh kepala seksi. Tetapi staf
Non ASN di pelayaan TUJK ada 5 orang mereka
membantu dalam registrasi, observasi dilapangan dan
pengetikan rekomendasi™.

» Informan keempat
“..Saya sangat membutuhkan staf ASN untuk
membantu dalam pelayanan IUJK. Sebenarnya saya
sangat kewalahan dalam pelayanan TUJK, saya harus
menyelesaikan semua pekerjaan sendiri, karepa staf
Non ASN yang memiliki pendidikan setara SMA,
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sedang kita ketahui untuk dibidang pelayaanan
khususnya staf teknis IUJK saya sangat membutuhkan
staf ASN yang berpendiddikan Setara D3/S1 sipil atau
arsitektur.” -

- Kepekaan atau daya tanggap sumber daya
Informan pertama

“yah..sopan so good lah... sejauh ini bagus. Kepekaan
dan daya tanggap kembali lagi kepada kapasitas
kemampuan didalam memahami teknis pelayanan iujk
sejasch ini bagus. dari sesi struktural. Tapi
dipelaksananya yang secara teknis dan sudah terlatih
itu belum ada ya...karena setiap segala sesuatu ada
indikator ya...kalau mampu indikatornya masa kerja
juga bisa membentuk kemampuan, kalau masa
kerjanya pendek dia harus didorong dengan pelatihan
teknis. Naaah untuk saat ini pelatihan teknis untuk staf
belum. Untuk pejabat structural mau tidak mau harus
bisa menguasaikan tugas dan fungsi jabatan masing-
masing itu sudah menjadi tanggungjawab. Dahulu
tenaga teknis namun pindah dinas, namun sekarang
dalam tahap pembinaan untuk staf yang baru.”
Informan ketiga

“Kepekaan dan daya tanggap SDM [UJK sudah
memadai, namun perlu ditingkatkan lagi. Karena staf
teknis hanya belajar otodidak saja bukan melalui
pelatihan atau bimtek.”

Fasilitas

- Kaetersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
IUJK

Informan pertama

“sebenarnya belum menurut saya,,yaitu Ssarana
kendaraan yang digunakan saat peninjauna lapangan.
Tim teknis membutuhkan kendaraan roda 2 dalam
memudahkan aktifitas peninjaun lapangan tidak harus
menggunakan  kendaraan  pribadi...dan  saya
informasikan saat ini DPMPTSP belum memiliki
kantor sendiri dan sekarang kantor yang disewapun
memiliki luas yang cukup kurang, pemanfaatan ruang
yang dibutuhkan sebenarnya banyak tapi yang tersedia
sedikit lengkap dengan fasilitas kurang. Ya..”
Informan keempat

“untuk sarana belum sepenuhnya terpenuhi, kami di
bidang jasa pelayanan IUJK disediakan laptop untuk
meningkatkan kinerja kami, namun tidak disediakan
printer.... Untuk mengeprint rekomendasi kami
meminjam printer tim IMB atau Tim ijin pemanfaatan
ruang jika tim tidak menggunakannya.”
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- Akses pelanggan/masyarakat dalam
mendapatkan sistem informasi pelayanan
berbasis internet

» Informan kedua

“Akses informasi pelayaan berbasis internet, sangat
penting. Agar pelayanan dalam penerbitan izin dapat
diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Namun
kenyataan yang terjadi jaringan untuk internetnya
sangat kurang karena keterbatasan tenaga/staf yang
mengelolah”.

Informan pertama

“Jaringan Internet sangat kurang dan cukup lambat di
kabupaten nunukan, sehingga untuk mengases
informasi tentang pelayanan sangat terbatas. Demikian
juga staf yang pernah dilatih untuk akses informasi di
mutasi ke instansi lainnya”.

Informan Masyarakat

“Saya cukup puas Informasi yang disampaikan oleh
petugas/pejabat menyenai pelayanan, hanya memang
terkadang saya bingung karena cukup panjang dan
saya orangnya sangat malas untuk menunggu berkas.
Sedangkan untuk akses informasi internet ada
bagusnya juga lebih mempermudah melihat dan
membacanya jiak ada waktu senggang. Namun maaf
saya belum begitu pandai dalam menggunakan
internet kalau tidak didampingi anak saya™.

> Karakter dan
Komitmen

- Karakteristik Lembaga dan penguasa

Informan pertama

“Dukungan pihak legislative...dia mendukung
pembentukan perda atau perubahan perda IUJK
sesuai dengan aturan yang ditetapkan berdasarkan
usulan dari pihak eksckutif. Sedangkan dukungan
eksekutif. . .kalau pejabat-pejabat yang diatas tentunya
memberikan dukungan apalagi seperti bupati. Bupati
kan dibatasi dengan UU 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan  daerah  dimana bupati = wajib
memberikan layanan ahh...sudah diatur didalam pasal
350. Kalau tidak memberikan layanan akan mendapat
sanksi administrastif sesuai pasal 350 ayat 4
dijelaskan. Sanksi administratifnya juga ada pada ayat
5 dan 6.eee dalam tataran hubungan eksekutif ini
sudah digariskan wajib untuk dilaksanakan.”

- Intensif

Informan pertama

“Insentif sudah kami berikan dan pengesahan berupa s
urat keputusan (SK) bupati nunukan nomor 188.45/92/
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1/2017 tentang pembentukan tim kerja teknis perizinan
pelayanan terpadu satu pintu kabupaten nunukan tahun
2017. Dalam SK tersebut sudah terlampir jumlah hono
rarium yang diterima’

Informan ketiga

“Alhamdulilah. ..saya menerima insentif jangka waktu
7 bulan namun bukan insentif pada pelayanan IUJK tet
api pada bidang perizinan Usaha. Saya jelaskan pada b
idang perizinan usaha terdiri dari perizinan industri da
n perdagangan serta perizinan konstruksi dan pariwisat
a. Saya melakukan tugas dan fungsi dalam SK ada beb
erapa namun insentif yang diberikan hanya satu. Nam
un ada ketentuan tidak di perbolehkan untuk
menerima insentif double dalam SK yanga sama.”
Informan kelima

“jya...saya menerima insentif sebagai pelaksana verivi
kasi dan sebagai pelaksana observasi lapangan.” namu
n insentif tersebut tidak sesuai dengan beban kerja teru
tama saat kelapangan. Observasi ke lapangan saya har
us menggunakan kendaraan sendiri dan terkadang dala
m sebulan ada 2 lokasi yang harus dikunjungi jadi me
nurut saya belum sesuai dengan beban kerja.”

» Stuktur Birokrasi

- Standard Operating Prosedures (SOP)
Informan pertama
“SOP Pelayanan [UJK sudah ada pamun belum
disahkan karena ada perubahan sedikit. Dan kami
sudah melaksanakan rapat pada tanggal 24 agustus
2017 dan akan segera memproses penerbitannya.”

Informan kelima

“SOP Pelayanan JUJK yang disusun sering terkendala
dengan waktu penyelesainnya. Dalam SOP dijelaskan
penyelesaian [UJK diselama 14 hari kerja. Namun
realisasi melebihi dari target yang ditetapkan,
terkendala proses pengurusannya dilaksanakan dua
tempat instansi tidak dilaksanakan pada kantor
palayanan satu pintu.”
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